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ilEilAHAl,ltr UNDANG-UNDANO

KETEN A6A KERJAAN BARU

Oleh: Prof, Dn Payaman Slmanlunak

ndang-undang No. 13 tahun 2003

tentang Ketena(a kerfaan dapat

dlkatakan sebagal penggnntl Undangundang

No. 25 tahun 1997. Pelakanaan Undang-

undang No. 25 yang seyoglyanya dlmulal

tanggal I Ohober 1998 telah dua kall

ditunda melalul UU No. I I uhun 1998

dan UU No. 28 Prp tahun 200O, dan

akhimya dlcabut dengan mengundangkan

UU No. l3 tahun 2OO3.

Undang-undang Ketenaga kerfaan (UUK)

baru inl pada dasarnya mengambil sebagian

besar materi darl UU No. 2511997. Perlu

dicatat bahwa mulal tahap penlapan awal

penyusunan Rancangan, sampai kepada

pembahasan dl DPR hlngga tahap soslalisasl

rancangan akhlr, semua unsur-unsur terkalt

sudah dilibatkan yaltu wakil-wakil pengusaha

dan asosiri pengrrsaha, wahl pekeria dan

serikat pekeria, lembaga Pemerintah dan

Lembagp Swadaya Maryard<at (LSM)

terkalt. Salah satu yang menarik adalah

bahwa dalam setiap pembahasan, termasuk

dalam pembahasan di DPR, wakil ILO selalu

dlundang dan hadlr sebagl nara sumber

sekallgus memonltor supaya tidak ada

ketentuan yang bertentangan dengan

Konvensl lLO.

UUK lnl mempunyal cakupan yang sangat

luas. Sepertl UU No. 2511997, UUK tnl

memuat lsl darl 6 Ordonansldan 7 Undang-

undang yang dlcabut. Dlsamplng ltu UUK

lnl luga secara ekpllslt memuat mengenai

larangan dlskrimlnasl, perencanaan dan

lnformcl ketenaga kerfaan, pelatlhan keria,

dan hubungan industrial. Berbeda dengan

UU No. 25/1997, UUK lni tidak memuat

ketentuan mengenal hubungan lndustrial dl

sektor lnformal. UUK ini memuat antara

laln :

a. Landasan, asas dan tufuan pembangunan

ketenaga keriaan;

b. Kesempatan dan perlakuan yang

sama atau larangan dlskrimlnasi

dalam pekerjaan;

c. Perencanaan tenaga keria sebagai dasar

penyusunan kebiiakan, strategi, dan
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program pembangunar ketenaga

keriaan;

Pelatihan keria yang diarahkan untuk

meninglotkan dan mengembangkan

keterampilan dan keahlian tenaga keria

guna meningkatkan produktivitas keria

dan produktivltas Perusahan;

Pelayanan penempatan tenaga kerla

dalam rangka pendayagunaan tenaga

kerfa secara oPtlmal, Penempatan

tenaga keria Pada Pekerlaan Yang

tepat tanpa diskrimlnasl sesual dengn
/

kodrat, harkat, dan martabat

kemanusiaan;

Penggunaan tenaga kerla aslng;

Ketentuan hubungan keria dan

pembinaan hubungm industrlal sesual

dengan nilaFnllal Pancasila dlarahkan

untuk menumbuhkembangkan

hubungn yang harmonis antara Para

pelaku proses produki

Pemblnaan kelembagaan dan sarana

hubungan industrial termasuk p€raturan

perusahaan, lembaga keriasama bipartit,

serikat pekeria dan organisasl

pengusaha, perianiian keria bersann,

lembag kerlasama tripartlt, penyuluhan

dan pemaryarakatan hubungn

indusuial, dan lembaga penyelesaian

perselisihan lndustrial;

Pertlndungan tenaga keria termasuk

perlindungan aft$ hak'hak dasar pekeria

untuk berorganisasi dan berunding

dengan Pengusaha, PerlindungPn

keselamatan dan kesehatan keria,

perlindungan khusus tenaga keria

perempuan, orang muda, dan

penyandang cacat, serta perlindungan

upah dan iaminan rcsial;

Pengawasan ketenaga keriaan dengan

malaud agar peraturan perundang-

undangan dl bidang ketenaga keriaan

benar-benar dilakanakan sebagaimana

mestinya.

l. Landasan, Asas dan Tujuan

Bab ll UUK inl memuat ketentuan

mengenai pembangunan ketenaga

keriaan. Pembangunan ketenaga kerlaan

merupakan bagian lntegral darl

pembangunan naslond, berlandaskan

Pancasila dan Undang:Undang Dasar

1945. Pembangunar nasional

dilalaanakan dalam rangka

pembangunan manusia lndonesla

seutuhnya dan pembangunan

masyarakat seluruhnya untuk

meningfiatkan harkat, martabat, dan

harga diri tenaga keria.
.',

Pembangunan ketenaga keriaan

mempunyai banyak dimensi dan

keterkaitan dan sebab itu harus

diselenggarakan atas asas keterpaduan

melalui koordinasi fungsiond lintas

sektoral pusat dan daerah.

h.



a. memberdayakan

membudayakan tenaga keria secara

optimal dan manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan

kesempatan keria dan PenYediaan

tenaga keria Yang sesuai dengan

kebutuhan Pembangunan nasional

dan daerah;

c. memberikah perlindungan kepada

tenaga kerla dalam mewuiudkan

keseiahteraan; dan

d. meningfiatkan keseiahteraan tenaga

keria dan keluarganYa.

2. Kesempatan dan Perlakuan Sama

Setiap tenaga keria memiliki

kesempatan Yang sama tanpa

diskiminasi untuk memPeroleh

pekeriaan. Setiap pekeria/buruh berhak

memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dari pengusaha. Artinya,

setiap tenaga keria mempunyai hak dan

kesempatan yang sama untuk

memperoleh Pekeriaan dan

penghidupan yang layak sesuai dengan

minat dan kemampuannYa. Untuk itu,

setiap Pengusaha harus memberikan

kesempatan yang sama kePada semua

pencari keria dalam Penerimaan

pegawai. Demikian iuga Pengusaha

harus memberikan perlakuan yang sama

terhadap semua pekerja dalam hal

penugasan, promosi, pemberian upah,

pemberian penghargaan, dan pemberian

tindakan disiplin, sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sesuai dengan Konvensi ILO No. 1 l l

tahun 1958, yang telah diratifikasi

dengan Undanglundang No. 2l tahun

1999, tldak boleh dilakukan

diskriminasi dalam penerimaan dan

perlakuan terhadap pekeria berdasarkan

ras, warna kulit, ienis kelamin, agama,

aliran politik, dan suku.

Ketentuan ini termasuk salah satu hak

dasar pekeria. Namun UUK ini tidak

memberikan petunjuk bagaimana

ketentuan ini diatur dan dilaksanakan.

Dalam UU No. 2511997, pelanggaran

atas ketentuan ini digolongkan sebagai

tindak pidana keiahatan dan diancam

dengan sanki pidana peniara paling

lama 5 tahun penjara dan atau denda

Rp 400 iuta. Namun berdasarkan

UUK ini, pelanggaran atas,ketentuan ini

hanya dikenakan sanksi administratif.

3. Perencanaan, lnformasi dan Pelatihan

Pemerintah berfungsi menyusun

perencanaan tenaga kerja sebagBi dasar

dan acuan penyusunan kebiiakan,

strategi dan pelakanaan pembangunan

ketenaga-keriaan, baik perencanaan

Pembangunan

benujuan :

ketenaga kerjaan

dan



tenaga keria makro maupun

perencanaan tenaga keria mikro. Untuk

itu diperlukan informasi ketenaga

keriaan meliputi penduduk dan tenaga

kerj4 kesempatan keria, pelatihan keria,

produktivitas tenaga keria, hubungan

industrial, kondisi lingkungan keria,

pengupahan dan keseiahteraan tenaga

keria, sena jaminan osial tenaga keria.

lnformasi ketenaga kerjaan tersebut

dihimpun dari semua instansi Yang

terkait, baik lnstansi Pemerintah

maupun swasta. Lembaga pendidikan

dan lembaga latihan misalnya perlu

memberikan informai mengenal iumlah

dan kualltas lulusan serta iumlah putus

sekolah. Perusahaan-perusahaan perlu

memberikan informasi mengenai

lowongan keria, kebutuhan latihan,

upah, kecelakaan keria, dan lain-lain.

Ketentuan lebih lanlut akan diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pelatihan keria dimaksudkan untuk

membekali dan meningkatkan

kemampuan, komPetensi dan

produktivitas pekeria. Pelatihan keria

dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,

Lembaga Pelatihan Swasta, dan oleh

Perusahaan di tempat keria, dengan

memperhatikan kebutuhan pasar keria

dan dunla usaha di datam dan di luar

negeri. Program Pelatihan Yang

diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan

Swasta wajib memperoleh izin dari

instansi yang bertanggungiawab di

bidang ketenaga kerjaan di

kabupaten/kota. Penyelenggara

pelatihan keria harus menjamin tersedia

tenaga pelatih, tersedia kurikulum yang

sesuai dengan tingkat pelatihan, tersedia

sarana dan pruarana pelatihan kerja dan

tersedia d.{rr bagr kelangsungan

kegiatan penyelenggaraan program

pelatlhan keria;

Lembaga pelatihan kerja swasta perlu

memperoleh akreditasi. Pengakuan

kompetensi keria bagi lulusan program

pelatlhan diberlkan melalui sertlfikasl

kompetensl keria setelah mengikuti tes

atau uil kompetensl.

Pemagangan dilakukan sebagai bagian

dari sistem latihan kerla, yang

diselenggarakan secara terpadu antara

lembaga pelatihan dergan bekeria secara

langung di perusahaan di bawah

bimbingan dan pengawuan instruktur

atau pekeria yang lebih berpengalaman.

Program pemagangan disusun

berdasarkan perryaratan dan kualifikasi

iabatan dan dapat disusun berieniang.

Antara pengusaha penyelenggara

pemagangan dan peserta, dibuat

perianiian pemagangan yang memuat

ketentuan langka waktu pemagangan,

4
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hak dan kewaiiban peserta, serta

kewenangan dan karvaiiban pengusaha.

Perluasan Kesempatan Keria dan

Penempatan Tenaga

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan

kesempatan yang sama untuk memllih,

mendapatkan, atau plndah pekerfaan

dan memperoleh penghasllan yang layak

di dalam dan luar negBri. Penempatan

tenaga kerfa dilakukan secara terbuka,

bebas, obyektif, adll, dan tanpa

diskriminul, dlarahkan untuk

menempatkan tenaga keria pada

iabatan yang tepat sesual dengBn

keahlian, keterampilan, bakat, mlnat,

dan kemampuan tenaga kerja, dengBn

memperhitlkan harkat, martabat, hak

asasi, dan pelindungan hukum.

Pengusaha dapat merekrut sendiri

tenaga kerja yang dibutuhkan atau

melalui pelakana penempatan tenaga

keria. Pelaksana penempatan tenaga

keria dapat dilakukan oleh instansi

pemerintah dan lembaga swasta.

Penempatan tenaga kerfa swasta harus

berbentuk badan hukum dan dapat

diselenggarakan hanya setelah mendapat

izln Menteri Tenaga keria. Pelakana

penempatan tenaga keria dari lnstansl

pemerlntah tidak boleh memungut

blaya dari pekerja. Lembaga

penempatan tenaga kerfa swasta dapat

memungut biaya dari pengguna dan darl

tenaga keria golongan tertentu.

Pemerintah bertanggungf awab

mengupayakan perluasan kesempatan

keria antara lain dengan :

a. memobilisasl dukungan masyarakat,

lembrga keuangan dan perbankan,

dan dunla usahE

b. mendayagunakan potensl

sumberdaya alam, sumberdaya

manusia, dan teknologi tepat guna;

c. pemblnaan tenaga keria mandlrl,

penerapan slstem padat karya,

penerapan teknolog tepat gUr?,

dan pendayagunaan tenaga kerla

sukarela;

d. pembentukalr badan koordinol

perluasan kesempatan kerfa.

Tenaga kerja asing (TKA) dapat bekeria

di lndonesia hanya dalam hubungan

keria untuk iabatan tertentu dan waktu

tertentu, setelah mendapat lzln dari

Menterl Tenaga ,. kerfa. Perorangan

ditarang mempekeriakan TKA.

Penggunaan TKA harus secara selehlf

untuk memberi peluang bagi tenaga

kerfa lndonesia dan harus menlamln

proses allh teknolod. Untuk ltu setlap

perusahaan yang akan menggunakan

TKA waiib menyusun Rencana



Peng8unaan Tenag keria Asing

(RPTKA) yang dlsahlon oleh Menterl

Tenaga kerla. Perusahaan yang

menggunakan TKA, waflb :

a. menunluk tenaga kerfa lndonesla

sebagal pendanplng TKA,

b. melalsanakan pendldlkan dan

latlhan bagl tenaga kerfa lndonesla

pendamplrg TKA,

c. membayar kompensasl atas

mempekerfakan TKA.

5. Hubungan Kerfa

Htrrbungar kerla terladl karena adanya

perfanflan kerfa antara pengusaha dan

pekerla. Perlanflan kerla dlbuat atas

daar kesepakatan kedua belah plhak.

Pekerlaan yang dlperlanllkan tldak

bertentangan dengan ketertlban umum,

kesusllaan, dan peraturan perundangan

yang berlaku. Perlanllan kerla (tertulls)

antara laln memuat keterangPn

mengenal labatan atau lenls pekerlaan,

besar upah dan cara pembayarannya,

serta syarat-syarat kerla yang memuat

hak dan kewailban pengusaha dan

pekerla.

Perlanllan kerla dapat dlbuat untuk

waktu tertentu dan untuk waktu tidak

tertentu. Dalam perianiian keria untuk

waktu teftentu, tidak berlaku masa

percobaan. Perianiian keria untuk waktu

tldak tertentu dapat menryaratkan masa

percobaan, akan tetapl upahnya tldak

boleh leblh rendah darl upah mlnlmum

yang dltetapkan oleh Menterl Tenaga

kerla.

a. Perlanflan Kerla Waktu Tertentu

Perlanflan kerla untuk wahu

tertentu tldak dapat dlbuat untuk

pekerfaan yang benlfat tetap, akan

tetapl hanya untuk pekerlaan

tertentu yang menurut lenls dan

slfat atau keglatan pekerlaannya

akan selesal dalam wahu tertentu,

yaltu : (l) pekerlaan yang sekall

selesal atau sementara slfatnya; (2)

pekerfaan yang dlperklrakan

penyelesalannya dalam wahu yang

tldak terlalu lama dan pallng lama

3 tahun, (3) pekerlaan yang

berslfat muslman dan atau (1)

pekerlaan yang berhubungan

dengan produk baru, keglatan

baru, atau produk tanlbahan yang

maslh dalma percobaan atau

penlalakan.

Perfanllan kerla waktu tertentu

(PKWT) dllakukan untuk pallng

lama dua tahun, akan tetapl dapat

diperpanfang atau diperbaharui.

Perpanfangan PKWT dapat

dllakukan hanya satu kall untuk
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pallng lama satu tahun. Pembaruan

PKWT dapat dilakukan hanya satu

kali untuk paling lama dua tahun

setelah PKWT yang lama berakhir

paling sedikit 30 hari.

b. Perianiian Pemborongan Pekerjaan

Pengusaha tidak boleh

memborongkan kepada perusahaan

lain kegiatan-kegiatan atau

pekerfaan utama (core buslnesl)

atau berhubungan langpung dengan

proses produkl. Yang dapat

dlborongkan kepada perusahaan

laln sebagal pemborong adalah

pekerfaan yang berslfat penunfang

perusahaan, yang dapat dilakukan

secari terptsah darl kegiatan utama

seperti pelayanan kebenihan

(cleaning servlce), penyedlaan

makanan bagl pekeria (catednlt

dan satuan pengamanan (securlty).

Perusahaan pemborong harus

berbadan hukum. Sesual dengBn

sifat pekeriaan yang diborongkan,

hubungan keria perusahaan

pemborong dan pekeria dapat

didCIarkan atas perianiian keria

wahu tldak tertentu (PKWTT),

atau perianjian keria waktu tertentu

(PKWT). Perlindungan dan syarat

keria bagi pekerla di perusahaan

pemborong harus sama atau lebih

baik dari perlindungan dan syarat

keria di perusahaan pemberi keria

(induk).

6. Perlindungan, Pengupahan, dan

Keseiahteraan

Penyandang cacat pada orr.rra'na*,
diberi kesempatan untuk bekerja, dalam

batas derajat kecacatannya. Dalam

rangka melindungi anak, orang muda

dan pekeria perempuan, pengusaha

pada dasarnya dllarang

mempekeriakan :

a. anak di bawah umur 15 tahun,

kecuali melakukan pekerfaan rlngan

bag anak berumur l3-15 tahun;

b. anak (di bawah 18 tahun) dalam

tambang, di tempat berbahaya, dan

pada wahu tertentu malam harl;

c. anak di pekerjaan kondisi buruk

seperti perbudakan, pelacuran,

pornografi, perjudian, perdagangan

minuman keras, naqkotlka, dan

psikotropika;

d. perempuan berumur kurang dari

18 tahun dan perempuan yang

sedang hamil, antara pukul 23.0O

s/d pukul 07.00;

Waktu kerja dalam satu minggu ditetapkan

40 iam, dapm diatur dalam :



Khuru untuk

pengusaha:

pekerla perempuan,

a. maklmum 7 lam satu harl bag

yang bekerla 6 harl dalam satu

mlngEui atau

b. maklmum 8 fam satu harl bagl

yang bekerla 5 hari dalam satu

mlnggu.

Dalam hal pengusaha mempekeriakan

pekerla meleblhl waktu kerla, pengusaha

wajib membayar upah lembur. Waktu

keria lembur pallng lama 3 iam satu

harl dan 14 fam satu mlnggu. Setiap

pekerfa berhak memperoleh lstlrahat

pallng sedikit :

a. setengah fam setelah bekeria 4 fam

terus-menerus;

b. lstlrahat mingguan satu hari untuk

6 harl, kerja seminggu atau dua

harl untuk 5 hari keria seminggu;

c. lstlrahat atau cutl tahunan I 2 harl

keria;

d. istlrahat panfang 2 bulan bad

pekerla yang bekeria 6 tahun

secara terus-menerus di

perusahaan yang mampu,

dllakanalon satu bulan pada tahun

ketuluh dan satu bulan pada tahun

kedelapan.

a. tldak boleh mewafibkan bekeria

pada harl pertama dan kedua wahu

haid;

b. memberi istirahat selama l 15

bulan sebelum saatnya menurut

perhitungan doher/bldan

melahlrkan dan 1,5 bulan sesudah

melahtrkan anak; \
c. memberikan istirahat 1,5 bulan

setelah mengalami gugur

kandungan;

d. memberi kesempatan sepatutnya

untuk menyusukan bayinya pada

jam keria.

Dalam rangka perlindungan pengupahan

dan untuk memenuhi penghidupan yang

layak bag kemanusiaan, pemerintah

mengatur ketentuan mengenal upah

mlnlmum, upah kerla lembur, upah

tldak masuk kerfa karena berhalangan,

upah tidak masuk keria karena

melakukan kegiatan lain, dan upah

karena menjalankan hak istlrahat keJa.

Setlap pengusaha diminta menyusun

struhur dan skala upah dengan

memperhatikan golongan iabatan, masa

kerja, pendidikan dan kompetensi serta

melakukan peninjauan upah secara

berkala. Pengusaha wafib membayar

upah apablla pekeria tldak masuk kerla

karena :



a. sakit dalam 4 bulan pertama

l00Vo, 4 bulan kedua 75olo, 4

bulan ketlga 50o/o, hingga dalam 4

bulan keempat 25o/o;

b. menikah (3 hari), menikahkan anak

(2 hari), mengkhitankan anak (2

harl), membabtiskan anak (2 hari),

lsterl melahlrkan atau keguguran

kandungm (2 harl), anggota

keluarga meninggal dunia (2 hari);

c. sedang menjalankan kewajiban

negara;

d. menjalankan ibadah yang

diperintahlon agamanya;

e. pekerfaan yang diianiikan

pengusaha tldak tersedia;

f. melakanakan hak istirahaq

g. melalaanakan tugas serikat pekeria

atas persetujuan pengusaha;

h. melakanakan tug:ts pendidilon dari

perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan

keseiahteraan pekeria dan keluarganya,

pengusaha wajib mempertanggunglan

pekeria pada program iaminan sosial

tenaga keria (lamsostek). Sesuai

dengBn kemampuan, perusahaan

mendorong pembentukan koperasi serta

menyediakan fasilitas kesejahteraan

sepertl pelayanan keluargB berencana,

tempat penitipan bayi, perumahan

pekerja, fasilitas beribadah, fasilitas olah

raga, dan kartin.

Hubungan lndustrial

Hubungn industrial adalah sistem

hubungar anura para pelaku proses

produkl yaitu pengusaha, pekerja, dan

Pemerlntah. Tuiuannya adalah untuk

menumbuhkembangkan hubungan yang

aman dan harmonb antara pengusaha

dan pekerja, yaitu dengan mendorong

setiap pengusaha mengembangkan sikap

memperlakukan pekerja sebagai panusia

atas dasar kemitraan yang selaiar

sesual dengan kodrat, harkat, martabat

dan harga dlri pekerja.

Sarana hubungar lndustrlal terdirl darl

Peraturan Perusahaan, Lembaga

Keriasama Bipartit, Serikat Pekerja,

Perjanilan Kerfa Bersama, Organisasl

Pengusaha, Lembaga Keriasama

Tripartit, Peraturan Perundang-

undangan Ketenaga keriaan, dan

Lembaga Penyelesaian Perselislhan

lndustrial.

Setiap pengusaha yang mempekeriakan

l0 orang atau lebih wajib membuat

Peraturan Perusahaar. Peraturan

Perusahaan (PP) disusun oleh pengusaha

setelah atau tanpa berkonsultasi dengan

wakil pekeria, dan disahkan oleh

Menteri Tenaga keria atau pefabat yarig

ditunjuk. PP sekurang-kurangnya

memuat ketentuan mengenai hak dan

kewaiiban pengusah4 hak dan kervajiban
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pekeria, syarat kerja, tata tertib

perusahaan, dan iangka waktu

berlakunya peraturan perusahan.

PP berlaku untuk dua tahun. Setiap

perubahar PP harus mendapat

pengrsahan dari Menteri Tenag keria

atau pejabat yang dituniuk. Pengusaha

wajib memberitahukan dan menjelaskan

PP kepada pekeria.

Setiap pengusaha yang mempekeriakan

50 orang pekeria atau lebih harus

membentuk Lembaga Keriasama Bipartit

(LKB). LKB terdiri dari wakil

pengusaha dan wakil pekeria yang

dituniuk oleh pekeria atau Serikat

Pekeria. LKB berfungsi sebagai forum

komunikasi dan konsultasi mengenai

ketenaga kerjaan di perusahaan.

Setiap Pekerfa berhak membentuk dan

menjadi anggota serikat pekeria. Sesuai

dengan Undangundang No. 2l tahun

2000, Serikat Pekeria berhak

melakukan perundingn dalam

penyusunan Perianiian Keria Bersama;

dan menyelesaikan perselisihan

indusrial.

Perlaniian Keria Bersama (PKB)

dirundinglan dan disusun oleh

Pengusaha bersama Serikat Pekeria atau

beberapa Serikat Pekerla yang telah

terdaftar dan mewakili sebagian terbesar

pekeria di perusahaan yang

bersangkutan. PKB paling sedikit

memuat ketentuan mengenal hak dan

kewajiban pengusah4 hak dan kewajiban

pekeria dan Serikat Pekerja, serta iangka

waktu dan tanggal mulai berlakunya

PKB.

Dl setiap perusahaan dapat disepakati

hanya satu PKB yang berlaku untuk

semua pekeria. Setiap PKB berlaku

untuk paling lama dua tahun dan dapm

diperpanjang satu kall untuk paling tama

satu tahun. Pengusaha waiib menceulg

membagikan dan menjelaskan isl pKB

kepada sduruh pekeria.

Para pengusaha berhak membentuk atau

meniadl anggota organisasi atau asosiasi

pengusaha yang khusus menangani

bidang ketenaga keriaan dalam rangka

pelaksanaan hubungan lndusrial.

Lembaga Keriasama Tripartit (LKT)

terdlri darl unsur Pemerintah,

pengusaha, dan pekeria, berfunpi

memberikan peftimbangan, saran dan

pendapat kepada Pemerintah dan pihak-

pihak terkait mengenal keblfakan dan

pemecahan masalah ketenaga keriaan.

LKT dapat disusun dl tingkat nasional

dan tingkat daerah, serta menurut

sektor atan sub sektor ekonomi.
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8. Lembaga Penyelesalan Perselisihan

Hubungan lndustrial

Setiap perselisihan hubunpn industrial

pada dasamya harus diselesaikan pada

forum atau lembaga kerfasama blpartit

oleh pengusaha dan pekerla atau serikat

pekeria secara muryawarah untuk

mufakat. Perselisihan hubungan

industrial yang tldak berhasil dlselesaikan

secara blpartit, akan dlselesalkan oleh

lembaga P4D dan atau P4P. Dalam

RUU yang baru, dlrencanakan untuk

diselesaikan melalul Maiells

Penyelesianan Persellslhan HubungBn

lndustrial (PPHI) yang akan dlatur

dalam undangundang tersendlrl.

Alternatli tain adalah tindakan

pemalsaan atau seplhak beruPa

pemogokan oleh serlkat pekeria atau

penutupan perusahaat (lock'ou| oleh

pengusaha. Tindalon Pemalaaan

berupa mogok dan Penutupan

perusahaan (lock'oui) merupakan hak

yang dapat dilakukan bila Lembaga

Bipartit atau mediatpr tidak berhasil

menyelesalkan percelislhan. Rencana

mogok harus diberitahulon kePada

pengusaha dan instansi yang berwenang

7 hart sebelumnya. Pemberitahuan

teruebut menielaskan :

a. wahu (hari, tanggaf dan iam)

mogok keria dimuhl dan did<hiri;

b. tempat mopk keria;

c. alasan dan sebab-sebab pemogokan

harus dild<ukan;

d. tanda tangan ketua dan seketarls

serikat pekeria, atau oleh

koordlnator/ penanggungiawab

pemogokan.

Pekerfa berhak mendapatkan upah

selama melakukan pemogokan secara

sah untuk menuntut pengusaha yang

tldak metakanalon ketentuan yang

berslfat normatlf, yaitu kewallban

pengusaha yang sudah dlatur dalam

peraturan perundangundangan,

perlanllan kerfa, peraturan perusaham

atau perianjian kerla benama.

Pengusaha tldak dibenarkan melakukan

penutupan perusahaan sebagai

pembalasan atas tlndakan pemogokan

oleh serlkat pekeria. Pengrrsaha dapat

melakukan penutupan perusahaan bila

perundingan dengan serlkat pekeria

dianggap gagai.. Pengusaha waiib

memberitahukan'rencana penutupan

perusahaar kepada pekeria atau serlkat

pekerla dan instansl yang berwenang 7

harl sebelum pelakanaan dengan

menielaskan waktu (harl, tanggal, dan

lam) penutupan perusahaan dimulai dan
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dlakhlri, sefta alasan dan sebab-sebab

melakukan penutupan perusahaar.

lnstansl yang berwenang dalam 7 hari

rencana pemogokan atau penutupan

perusahaan waiib melakukan pendd<atan

kepada pengusaha dan serikat pekerla

yang bersangftutan, supaya mereka

berdamal dan menyelesaikan

perselisihan mereka sendlrl. Bila instansl

yang benrenang dlmakud merasa tldak

berhasil menyelesaikan perselislhan, dia

wafib segera menyampaikan kasus

tersebut kepada Majells PPHI. Dan

selama proses hukum di Maielis

berlangsung, baik serikat pekeria

maupun pengusaha tldak boleh

melakukan tlndakan sepihak. Jadl

secara teoritis, hak mogok dan hak

menutup perusahaan tidak sempat

teriadl.

9. Pemutusan Hubungan Kerla

Pengusaha, pekeria dan/atau Serikat

Pekeria harus sama-sama mengupayakan

menghindari pemutusan hubungan

keria. Pengusaha dapat memutuskan

hubungan kerla hanya setelah

memperoleh penetapan dari lembaga

penyelesaian persellslhan hubungan

lndustrial (LPPHI). Permohonan

penetapan pemutusan hubungm kerla

diaiukan secara tertulis kepada LPPHI

dengan alasan-alasannya. Pengusaha

dllarang melakukan pemutusan

hubungar kerfa dalam halpekeria :

a. berhalangn masuk keria karena

saldt menurut keterangan dokter

selama tidak melampaui 12 bulan

terus-menerus;

b. berhalangpn menjalankan

pekeriaannya karena memenuhl

kewajiban terhad4 negara;

c. menjalankan ibadah yang

diperintahkan agamanya;

d. menlkah, hamll, melahlrkan, atau

gugur kandungan;

e. pekeria mempunyal pertallan darah

dan/atau lkatan pe*awlnan dengan

pekerfa lalnnya di dalam satu

perusahaan, kecuall telah diatur

dalam KKB atau PP;

f , mendldkan, menjadi angota

dan/atau menladl pengurus Serlkat

Pekerfa;

g. mengadukan pengusaha kepada

yang benraiib mengenal perbuatan

pengusaha yang melakukan tindak

pidana kgahatan;

h. mempunyal perbedaan paham,

agama, aliran potitlk, suku, warna

kullt, golongan, lenis kelamln,

kondisi fisilq, atau status

perkawinan;

l. dalam keadaan cacat tetap atau

saldt akibat kecelakaan keria atau

hubungBn kerla.
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Selama putusan LPPHI belum

ditetapkan, pengusaha dan pekeria

melalsanakan kewaiibannya seperti

biasa. Dalam proses pemutusan

hubungan keria, pengusaha dapat

melakukan skorsing dengn tetap

membayar upah dan hak'hak pekerfa

sepereti biuanya. Dalam hal teriadl

pemutusan hubungan keria, pengusaha

waiib membayar:

a. uang pesangon sesual dengan masa

keria, mulai dari satu bulan upah

untuk masa keria kurang darl satu

tahun, hingga 9 bulan upah untuk

masa keria keria 8 tahun atal lebih;

b. uang penghargaan masa keria 2

bulan' upah untuk masa keria 3

tahun atau lebih tetapi kurang dari

6 tahun, hingga l0 bulan upah

untuk masa kerta 24 tahun atau

lebih;

c. penggantian hak Yang belum

diterima meliputi cuti tahunan yang

belum diambil, blaya kembali ke

tempat pekeria diterima, l5o/o

uang pesangon dan atau

penghargaan masa keria sebagai

penggantian perumahan dan

pengobatan, dan hal-hal lain Yang

telah ditetapkan.

Tanpa ketetapan LPPHI, Pengusaha

dapat memutuskan hubungn keria atas

pekeria yang terbukti melakukan

kesalahan berat seperti :

a. melakukan penipuan, pencurian,

atau penggelapan barang dan/atau

uang milik perusalraan;

b. memberikan keterangan palsu

sehlngga meruglkan perusdraan;

c. mabuk, memakal dan atau

mengedarkan narkotika di

lingkungn keria;

d. melakukan asusila atau perjudian di

lingkungan keria;

e. menyeran& menganlaya,

mengancam, atau mengintimidasi

teman sekeria atau pengusaha di

lingkungan keria;

f. membuiuk teman

pengusaha untuk

perbuatan yang

dengan peraturan

undangpn;

sekeria atau

melakukan

bertentangan

perundang-

g. dengan ceroboh atau sengaia

merusak atau membiarkan dalam

keadaan bahaya barang millk

perusahaan yang rpenimbulkan

kerugian ba$ perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengpia

memblarkan teman sekerla atau

pengusaha dalam keadaan bahrya

di tempat keria;

l. membongkar atau membocorkan

raharla perusahaar yang seharusnya

dirahasiakan kecuali untuk

kepentingan negara; atau
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i. melakukan perbuatan lainnya di

lingkungan perusahaan yang

diancam pidana peniara 5 uhun

atau lebih.

Pekeria yang bersangkutan memperoleh

uang penggantian hak dan uang pisah.

Pekeria yang keberatan menerima

pemutusan hubungn keria oleh

pengusaha, dapat mengaiukan gugatan

ke LPPHI.

Pengusaha waiib memberikan bantuan

kepada keluarga tanggungan pekeria,

bila pekeria ditahan yang beruaiib

karena diduga melakukan tindak pidana.

Bantuan {iberikan untuk paling lama 6

bulan menurut iumlah unggungan, yaitu

25o/o upah' untuk tanggungan satu

oran$ 35olo upah untuk tanggungan 2

orang 450/o upah untuk tanggungan 3

orans 500/o upah untuk tanggungBn 4

orang.

Pengusaha wajib memPekeriakan

kemball pekeria yang sebelum 6 bulan

dinyatalon tidak bersalah. Pengusaha

tanpa penetapan LPPHI daPat

memutuskan hubungan keria atas

pekeria yang dalam 6 bulan tldak

melakukan pekeriaan karena proses

perkara pldana atau setelah ditetapkan

dan dlnyatakan bersalah oleh

pengadilan. Ung,rk itu, pengusaha waiib

membayar uang penghargaan dan uang

penggantian hak.

Pengusaha dapat memutuskan hubungan

keria kepada pekeria yang melakukan

pelanggaran disiplin sesual dengan yang

diatur dalam perianiian kerja, PP atau

PKB, setelah diberi surat peringatan

pertama, kedua dan ketiga. Pekerla

tersebut mendapat uang pesangon, uang

penghargaan masa keria, dan uang

penggantian hak sesuai dengan

ketentuan.

Pekeria yang tidak terikat dalam ikatan

dinas dapat mengaiukan pengunduran

dirl atas kemauan sendiri selambat-

lambatnya 30 harl sebelum pemutusan

hubungm keria berlaku. Pekerla yang

bersangkutan melakukan tugasnya dan

memperoleh hak-haknya sepertl biasa

hlngga surat berlakunya pemutusan

hubungan keria. Pekerla yang

mengundurkan dlrl berhak memperoleh

uang penggantlan hak dan uang plsah

sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Pengusaha dapat mehkukan pemutusan

hubungar keria terhadap pekeria dalam

hal teriadi perubahan status,

penggabungan, atau Peleburan

perusahaar; perusahaan tutup karena

mengalaml keruglan selama dua tahun

terak'lrlr; perusahaan melakukan
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efisiensi; perusahaan mengalami pailit.

Pengusaha waiib membayar uang

pesangon dua kali, uang penghargaan

masa keria dan uang penggantian hak

kepada pekeria yang terkena PHK bila

pengusaha melakukan :

a. perubahan status, Penggabungan,

atau peleburan Perusahaan, dan

tidak bermaksud melaniutkan

mempekeriakan Pekeria; atau

b. efisiensi perusahaan.

Pengusaha waiib membaYar uang

pesangon, uang penghargaan masa keria

dan uang penggantian hak kePada

pekerja yang terkena PHK bila :

a. pengusaha melakukan Perubahan

status, penggabungan, Peleburan,

atau perubahan kepemilikan

perusahaan, akan tetaPi Pekeria

tidak bersedia melaniutlon

hubungan keria;

b. perusahaan terpaka ditutup karena

terbukti mengalami kerugian selama

dua tahun terakhir;

c. perusahaan pailit.

Bila pekeria meninggal dunia, ahli

warisnya berhak menerima uang

pesangon dua kali, uang penghargaan

masa kerla, dan uang penggantlan hak.

Pengusaha pada dasarnYa harus

mempertanggungkan semua Pekerja

pada program Dana Pensiun dengn

membayar seluruh iuran, atau, sebagian

iuran dan sebagan lagi oleh pekerja.

Dalam hubungan inl, pengusaha:

a. tidak perlu membayar apa-apa, bila

manfaat pensiun dari iuran

pengusaha sama atau lebih besar

dari perjumlahan uang pesangon

dua kali, uang penghargaan masa

keria dan uang pengantian ha$

b. wailb membayar selisih perjumlahan

uang pesangon dua kali, uang

penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak dengan manfaat

penslun dari iuran pengusaha.

Pengusaha waJib membayar uang

pesangon dua kall, uang penghargaan

masa kerja dan uang penggantian hak

bagi pekeria yang penslun yang tidak

dipertanggung-kan pada program Dana

Pensiun.

Pekeria yang mangkir setama lima hari

atau lebih tanpa alasan yang patut, dan

sudah dipanggil dua kali oleh

pengusaha, dapat dianggap

mengundurkan dirl, dan pengusaha

dapat memutuskan hubungan kerianya.

Pekeria yang bersangkutan berhak

memperoleh uang penggantian hak dan

uang pisah.

Pekeria dapat mengaiukan permohonan

PHK kepada LPPHI bila pengusaha terbukti :
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a. menganiaya, menghina secara kasar

atau mengancam Pekeria;

a. membuiuk atau menyuruh Pekeria

melakukan perbuatan Yang

bertentangan dengan hukum;

b. tidak membayar upah tepat waktu

selama 3 bulan atat lebih;

c. tidak melakukan kewaiiban Yang

telah diianiikan kepada Pekeria;

atau

d. memerintahkan pekerla melakukan

pekerjaan di luar Yang

diperianiikan.

Pekeria dengan alasan tersebut di atas

berhak menerima uang pesangon dua

kali, uang penghargaan masa keria, dan

uang penggantian hak. Bila LPPHI

menetapkan tuduhan pekeria tidak

terbukti, pengusaha dapat memutuskan

hubungan kerja terhadap pekeria yang

bersangkutan tanpa membaYar uang

pesangon dan uang penghargaan masa

keria.

Pekeria dapat mengaiukan gugatan

kepada LPPHI dalam satu tahun setelah

pemutusan hubungan keria karena

pekerja melakukan kesalahan berat,

pekeria dalam 6 bulan tidak masuk keria

karena dalam proses perkara pidana,

pekerja mengundurkan diri atas

kemauan sendiri.

10. Pengawasan dan Penyidikan

Pengawasan ketenaga kerjaan dilakukan

oleh pegawai pengawas yang kompeten

tergabung dalam unit tersendiri pada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupatar/Kota.

Dengan demikian pegawai pengawas

dapat melakukan tugasnya dan

mengambil keputusan secara

independen, tldak terpengaruh oleh

pihak lain.

Dlsamping penyidik peiabat Polisi

Negara, pengawas ketenaga keriaan

yang memenuhi syarat dapat diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik

Pegawai Negeri Sipil. Penyidik PNS

tersebut berwenang di bidang ketenaga

keriaan :

a. melakukan pemerikaan atas

kebenaran laporan serta keterangan

tentang tindak pidana;

b. melakukan pemeriksaan terhadap

orang yang didug melakukan

tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan

bukti dari orang atau badan hukum

sehubungar dengan tindak pidana;

d. melakukan pemeriksaan atau

penyitaan bahan atau barang bukti

dalam perkara tindak pidana;

t6



e. melakukan pemeriksaan atas surat

dan atau dokumen lain tentang

tindak Pidana;

f . meminta bantuan tenaga ahli dalam

rangka Pelaksanaan tugas

penyidikan tindak Pidana;

g. menghentikan penyidilon apabila

tidak terdapat cukup buktl Yang

membuktlkan tentang adanYa

tlndak Pldana.

I l. Ketentuan Pldana dan Sanksl

Admlnistratlf

Pengusaha dapat dlancam dan

dikenakan hukuman Pidana Peniara

antara 2'5 tahun dan atau denda RP

200 ' Rp 500 iuta atas Pelanggaran

keiatan memPekeriakan anak Pada

pekeriaan sangat berbahaya (Pasal 74)

yaitu menyangkut :

a. perbudakan atau seienisnYa;

b. pelacuran, Produki Pornografi,

atau Periudian;

c. perdagangan minuman keras dan

narkotika;

d. pekeriaan berbahaYa untuk

keselamatan, kesehatan dan moral

anak.

Pengusaha dapat diancam dan

dikenakan hukuman Pidana Peniara

antara I -5 tahun dan atau denda RP

l0O - RP 500 iuta atas Pelanggaran

keiahatan tidak membayar kompensasi

pensiun (Pasal I 67 ayat 5) sebesar dua

kali pesangon, satu kali uang

penghargaan masa keria, dan satu kali

uang penggantian hak

Pengusaha dapat diancam dan

dlkenakan hukuman pidana penjara

antara 1-4 tahun dan atau denda

sebanyak Rp 100 - Rp 400 juta atas

pelanggaran kelahatan :

a. mempekeriakan tenaga kerfa aslng

tanpa izln (Pasal 42 ayat l);
b. perseorangan mempekerfakan

tenaga kerja asing (Pual 42 ayat

2);

c. mempekeriakan anak (Pasal 68);

d. mempekeriakan anak pada

pekerjaan ringan tidak memenuhi

persyaratan seperti bahwa harus

ada izin tertulis dari orangtua,

melebihi 3 iam satu hari (Pasal 69

ayat {2});
e. tidak memberikan . kesempatan

kepada pekeria melaksanakan

ibadah agamdnya (Pasal 80);

f. tidak memberikan istirahat 1,5

bulan bag perempuan sebelum

melahirkan, sesudah melahlrkan,

dan setelah gugur kandung (Pasal

82);
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g. membayar upah lebih rendah darl Pengusaha dapat diancam dan

ketentuan upah minimum (Pasal dikenakan hukuman pidana penjara

90); antara I '12 bulan atau denda sebesar

h. menghalang-halangi peker:ia dan Rp l0' Rp 100 iuta atas pelanggaran :

n atau serikat pekeria menggunakan

hak mogok secara sah, tertib dan a. mempekeriakan tenaga kerja asing

damai (Pasal 143); tidak sesuai dengan ketentuan

l. menolak mempekeriakan kembali iabatan dan standar kompetensi

pekerja yang semula diduga (Pasal 44 ayat {l});
melakukan tlndak pldana tetapl b. tldak menugBskan tenaga

sebelum 6 bulan dinyatakan tldak pendamping bagl tenaga keria asing

bersalah (Pasal 160 ayat (4)); (Pasal 45 avat {l});
i. tidak membayar uang penghargaan c. tldak memberlkan perlindungan

masa keria dan uang penggantlan bagl tenaga kerfa penyandarg cacat

hak kepada pekeria yang diduga sesual dengan kecacatannya (Pasal

melakukan tindak pldana dan telah 67 ayat {1});

diputuskan hubungan kerianya d. tldak memenuhi ketentuan dalam

(Pasal 160 ayat t7)). mempekeriakan anak (Pasal 7l
ayx {21);

Pengusaha dapat diancam dan e. tidak memenuhl ketentuan dalam

dikenakan hukuman pidana peniara mempekeriakan tenaga keria

antara I bulan - 4 tahun atau denda Rp perempuan pada malam hari (Pasal

10 - Rp 400 iuta atas Pehnggaran : 76);

f. tidak memenuhi ketentuan dalam

a. tidak memberikan perlindungan menugaskan keria lembur (Pasal

keseiahteraan, keselamatan, dan 78);

kesehatan pekerja (Pasal 35 ayat g. tidak memenuhi. ketentuan dalam

{2} dan ayat {3}); memberikan waktu istirahat dan

b. tidak membayar upah pada saat cuti keria (Pasal 79);

pekeria tidak metakukan pekeriaan h. tidak membayar upah lembur bagi

karena sakit, menikah, menikahkan Fekeria yang ditugCIkan bekeria

atau mengkhitankan anak, lembur pada hari libur resmi (Pasal

melakanakan hak istirahat, dan 85 ayat {3});

lain-lain (Pasal 93 aYat {2}).
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i. mengganti pekeria yang melakukan

mogok keria, atau memberikan

sanksi atau tindakan balasan kepada

pekeria melakukan mogok keria

sesuai dengan ketentuan (Pasal

144).

Pengssaha dapat dlancam dan

dikenakan hukuman Pldana denda

sebesar RP 5 RP 50 luta atas

pelanggaran :

a. tidak menerbitkan surat

pengangkatan bagi Pekeria Yang

dipekeriakan dalam wahu tak

teftentu dengan Perianiian keria

lisan (Pasal 63);

b. tidak memenuhi ketentuan dalam

menugaskan keria lembur (Pasal 78

ayat {1 });

c. tidak membuat Peraturan

Perusahaan sesuai dengBn ketentuan

(Pasal lO8);

d. tidak memPerbaharul Peraturan

Perusahaan Yang sudah habis waktu

dalam 2 tahun (Pasal lll ayat

{3});

e. tidak menielaskan isi Peraturan

Perusahaan kePada Pekeria (Pasal

1 t4);

f. tidak memberitahukan rencana

penutuPan Perusahaan kePada

pekeria atau serikat Pekeria dan

instansi Yang bertanggun$awab di

bidang ketenaga keriaan.

Sanksi administratif dapat dikenakan

berupa surat teguran, peringatan

tertulis, pembatasan kegiatan usaha,

pembekuan kegiatan usaha, pembatalan

persetuiuan, pembatalan pendaftaran,

penghentlan sementara sebagian atau

seluruh alat produki, atau pencabutan

lzln atas pelanggaran terhadaP

ketentuan :

a. tlndakan dlskiminatif pada

penerlmaan pekeria (Pasal 5);

b. tindalon diskrlmlnatif dalam

perlakuan terhadap pekeria (Pasal

6);

c. tldak memenuhi Persyaratan

penyelenggara pelatihan (Pasal I 5);

d. d. tidak memperoleh izin

menyelenggarakan pemagangan

dl luar negerl (Pasal 25);

e. memungut blaya pelayanan

penempatan darl tenaga kerla

(Pasal 38 ayat {21)i

f. tldak menunluk tenaga pendamplng

bagl tenaga kerfa asing,(Pasal 45);

g. tidak membayar kompensasl atas

penggunaan tenaga kerla asing

(Pasal 47);

h. tidak memulangkan tenaga keria

aslng yang hubungan kerianya

berakhlr (Pasal '18);

i. tldak meneraPkan sistem

manalemen keselamatan dan

kesehatan kerla (Pasal 87);
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i.

k.

tidak membentuk lembaga

keriasama blpartit dl perusahaan

yang mempekerjakan 50 orang

atau leblh (Pasal 106);

tidak mencetak dan membagikan

naskah perianjian kerja bersama

kepada pekeria (Pasal 126 ayat

{3});

l. tidak memberikan bantuan kepada

keluarga pekeria, bila pekerja

dltahan karena diduga melakukan

tindakan pidana (Pasal

160;.*****

Prof. DR. Payama! Slmaqluntak, Al{l

la^blr dl Slborong.borong, Tapanull Uten, Sunatora Uta,n, tanggel 7 JUU t989. Pendldl[an SarJana Muda llmu
Alan dan Pastl nilP.U, Sartana [mu filnblshrsl gUA.LlN U, Msstot bldeng Ecouonl and f,unan Berotuces darl
Norttreastern Unlvorslty dan bldang Pollilcal Economlcs darl Boston Unlvorslty, sorts lloctor (PlrD) bldary Labour
Economlcs, Ilev. Economls & Urba& aud Reglonal Economlcs darl Boston Unlvorslty.

Jabatan : pernah moqlsbat sebagal KasubdlL Inlonnasl Pmar, Dlrskttu Blnagrau" Stal Abll tenaf,er bldary
KerJasama Internaslonal, Dlrlen Blnawas daJr Staf Alll Mena^ker bnaug SIIM, teralhlr (sanpal relarang)
menJabat sebagal Aslston AXI Mena^kerhans 6ftqnplng sebagal tugas uttma sobagal Penelltl.
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PEMBANGUNAN H UKUM KETENAGAKER]AAN

DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS

Oleh: Drs. Syauffi Syamsuddin, SH, MH

l. KonflikPerdaganganlnternaslonal

unla perdagangan lnternaslonal pada

era tuiuh puluhan menunfukkan

kemaiuan yang sangat pesat. Dltandal

dengan semakln banyaknya negara'negara

malu menanam modalnya dl negara'negara

berkembang, terutama dl kawasan fula

Timur dan Asia Tenggara, dalam bentuk

investasi langsung atau melalul pinlaman

dan/atau dalafn bentuk laln. Para lnvestor

negara-negara maiu beranggapan bahwa

dengan menanamkan modalnya dl kawasan'

kawasan tersebut diharapkan mendapat

keuntungan yang lebih besar darl pada di

negara maiu. Akibatnya, lnvestasl baru di

negara maiu dirasakan berkurang sehingga

kesempatan keria baru iuga relatif terbatas.

Di sisi yang lain, datam waktu Yang

bersamaan ekpor negara'negara

berkembang khususnya darl kawasan fula

Timur dan Tenggara terus berkembang

sehingga telah bersaing dengan produk

domestik negara maiu. Kondisi lnl semakln

memperburuk neraca pembayaran negara'

negara mafu dan kesempatan kerla dl dalam

negerlnya.

Masalah-masalah tersebut telah

mendorong serlkat pekeria dl negara malu

menyampalkan protes, yang antara laln

menuduh negara-negara berkembang

menekan blaya produksl dengan lalan

memberlakukan upah rendah dan kondisl

syarat kerla yang rendah, sehlngga dengan

blaya yang rendah negara-negara berkembang

dapat menarlk lnvestor asing. Proses produlsl

dl negara-negara berkembang luga kurang

memperhatikan hak-hak dasar pekerja.

Berdasarkan alasan ltu mereka menuntut

pemerlnuhnya agar membuat kebifakanaan

yang dapat membatasl arus lnvestasi ke luar

negeri dan dilakukan pembatasan impor

kepada negara-negara berkembang.

Protes inl diunggapl pemerlntah

negara maiu dengan fatan lngln memasukkan

soclal clause menjadl salah satu ryarat

perdagangan internaslonal yang berada

dalam pengendallan WTO. Negara-negara
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berkembang melihat bahwa memasukkan

soclal clause ke dalam persyaratan

perdagangan lnternaslonal, hanyalah

merupakan upaya darl negara'negara malu
t

benama kelompok pekerlanya sebagal

bentuk protekl terselubung, sehlngga

negara berkembang menolak setlap upaya

menggunakan pelalaanaan konvensl dasar

ILO sebagal syarat untuk lkut serta dalam

perdagangan lnternaslonal.

Pada bulan APrll tahun 199+,

dllakukan perslapan pembentukan World

Trade Organlsatlon (WTO) dl Marrakesh.

Sefak saat ltu negara malu berusaha

untuk mengaltkan pelakanaan aspek'aspek

soslal, khususnya standar'standar

ketenagakeriaan dengan perdagangan dunla.

Negara-negara mafu berupaya dan

mengusulkan agar setlap negara memenuhl

soclal clause berupa Persyaratan

perllndungan soslal mlnlmum untuk dapat

lkut serta dalam slstem perdagangan

multilateral atau lnternaslonal. Usul negara

malu tersebut banyak dlten€ng oleh negara-

negara berkembang, sehlngga dlputuskan

bahwa pelaksanaan standar ketenagakerfaan

yang dlkaltkan dengan perdagangan dunla,

tldak dlmasukkan dl dalam dokumen

pembentukan dan program WTO, tetapl

dlmasukkan pada deklarasl para menterl

t€ntang perlunya pelaksanaan soclal clause
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tersebut untuk dipakai sebagai bahan

pertimbangan dalam pelakanaan

perdagangan lnternaslonal.

2. Konvensl Dasar ILO

Perdebatan mengenal soclal clause tenebut

terus berlanfut sampal pada sidang umum

lnternatlonal Labour Conference

lnternatlonal Labour Organlsatlon (lLC-lLO)

ke-82 tahun 1994 dl Jenewa. Dalam sidang

tenebut t€rdapat perbedaan pandangan

anara negara-negara mafu termasuk

kelompok pekerfa dl satu slsl, dengan negara-

negara be*embang termasuk pengusaha

dlslsl laln. Negara-negara mafu dan kelompok

pekerfa pada umumnya secara bersama-sama

mendorong untuk mengaltkan pelakanaan

standar-standar ILO dengan perdagangan

lnternaslonal, akan tetapl negara-negara

berkembang termasuk pengusaha menolak

gagasan tersebut. Dengan tldak tercapalnya

kesepakatan persyaratan dl bldang

perdagangan lnternaslonal, mendorong Badan

Pekerla (Governlng Body-lLO) pada bulan

lunl 1994 membentuk Panltla Kerfa

(Worklng Party) untuk rnembahas tlnfauan

soslal darl llberallsasl perdagangan

lnternaslonal dlmakud. Keslmpulan darl

kedaan tersebut anbra laln dlseufulnya

penetapan tufuh konvensl lLo dlfadlkan

standar persyaratan perda gangan lnternatlonal



dan semua negara harus meratlfikasi dan

menerapkannya.

Dalam Pert€muan'Pertemuan

internasional selaniutnya, ketuluh konvensi

dasar tersebut meniadi topik bahasan, antara

laln pada tahun 1995 dalam kesempatan

World Summit on Social Development dl

Kopenhagen. Para kepala negara termasuk

Preslden Republik lndonesla, setulu untuk

segera meratlfikasl tuluh konvensl dasar

tersebut. Kemudian dl tahun 1995 pada

saat berlangsungnya Konferensl Tlngkat

Menteri Organisasl Perdagangan Dunla

(WTO) di Singapura tahun 1996, negara'

negara peserta memperbaharul kesepakatan

mereka untuk secara beruama melakanakan

dan mengawasi pelaksanaan standar'standar

dasar ketenagikeriaan (tuiuh Konvensl Dasar

ILO) yang diakui secara internaslonal oleh

negara anggota. Negara peserta mengakui

bahwa ILO merupakan badan Yang

benruenang untuk menetaPkan dan

mengawasi pelaksanaan standar'standar

tersebut, sekaligus menegaskan kembali

dukungan terhadap kegiatan'keglaun ILO

yang dituiukan untuk mengusahakan agar

standar-standar tersebut dapat dlt€rlma oleh

masyarakat internasional dalam

melakanakan perdagangan bebas.

Sebagai tindak laniut kesepatan bersama

tersebut, pada tanggal l8 Junl 1998,

dalam Sidang Umum (lLC) dl Jenewa,

sidang menerima Deklarasi ILO mengenai

Prinsip-prinsip dan Hak Dasar (Konvensi

Dasar) di tempat keria beserta tindak

laniutnya. Deklarasi ini beftufuan

menyatupadukan keinginan untuk

mendorong tiap-tiap negara agar teriamin

kemaiuan sosialnya dan dapat berjalan seiring

dengan kemaiuan ekonomi, adanya kesadaran

dan kesediaan untuk menghormatl

perbedaan kondlsi, peluang dan

kecenderungan masing-masing negara di

dalam arena perdagangan bebas. Dengan

demlklan ILO telah meniawab tantangan

globallsasl yang telah menfadl pusat

perdebatan dalam tubuh ILO seiak tahun

1994.

Deklarasi tersebut memberlkan

sumbangan yang pentlng bagi tercapainya

tuluan yang digarlskan dalam salah satu

Rencana Aksl yang telah disetulul dalam

Pertemuan Puncak Kopenhagen untuk

menfaga dan menanamkan rasa hormat

terhadap hak-hak asasi pekerla, dengan

mewaiibkan negara-negara yang ikut

meratifikasi konvensl-konvensl ILO untuk

melalsanakan secara penuh konvensi dasar

tersebut dan meminta negara-negara lain yang

belum meratifikasi untuk menghormati dan

melakanakan prinsip-prinslp yang terangkum

dalam konvensi tersebut.

Setelah menghadapi tantangan dari negara'
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negara berkembang, upaya berlkutnya

adalah bahwa pemerlntah dan serikat

pekerla dl negara malu memaksa negara'

negara berkembang untuk meratifikasi tuiuh

konvensi dasar lLO. Negara maiu dan

serlkat pekerlanya beranggapan iika negara

berkembang telah meratlfikasi tuluh

konvensl dasar, poslsl pekerla dl negara

berkembang menladl semakln kuat, sehlngga

diharapkan dapat menuntut upah yang leblh

tlnggl dan kondlsl kerla yang leblh balk.

Dengan kondlsl lnl maka akan menlngkatkan

blaya produksi di negara berkembang, yang

akhlrnya produk dari negara berkembang

meniadi kurang kompetltlf dl negara malu.

Jika negara berkembang gagal dalam

melalaanakan konvensi dasar tersebut,

maka akan membuka peluang ILO untuk

memprotes negara yang bersangkutan

metalul Komite Kebebasan Bersedkat ILO

dan Komite Aplikasi Standar.

Pada perkembangan Yang terakhir,

dalam Sidang Umum (lLC) Yang ke 87,

pada Bulan Juni 1999 telah dikeluarkan

satu konvensi baru, Konvensi Nomor 182

Tahun 1999 tentang Pelarangan dan

Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-

bentuk Terburuk Pekeriaan untuk Anak

(The Worst Forms of Chlld Labour).

Dengan dlterimanya konvensl lni dan

dinyatakan sebagal salah satu konvensi dasar
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yang baru, maka sekarang konvensl dasar ILO

bertambah satu menladi delapan konvensi

dasar. Setlap konvensl yang ditetapkan oleh

Sldang Umum (lLC), melalul prosedur yang

cukup panfang, dan setlap negara anggota

ILO dilibatkan secara langsung sejak dalam

tahap perslapan, pembahasan dan sampal

penetapan standar ILO tersebut. Dengan

demlklan setlap anggota ILO mempunyal

kewallban moral untuk meratlflkasi Konvensl

tenebut. Sesual dengan ketentuan Konstitusi

lLO, setlap konvensl yang telah dlsahkan

dalam Sldang Umum (lLC) pada dasarnya

harus dlsampalkan oleh negara anggota

kepada pemerlnah dan lembaga kenegaraan

negara maslng-maslng (Submlsion).

3. Ratlflkasl Konvensl Dasar ILO

Secara umum setiap negara

mempunyal kewaliban moral untuk

meratlflkasl semua konvensl lLO, namun

setiap negara dapat menunda untuk

meratifikasl konvensl lLO, sampai waktu tidak

terbatas. Tergantung darl pertimbangan

berbagal kondisl soslat'ekonoml naslonalnya.

Menyadarl keadaan demlklan, maka negara-

negara malu dan kelompok pekeria khawatir

bahwa negara-negara berkembang tetap tidak

akan meratifikasl konvensl dasar, menunda

atau memperlambat untuk meratifikasinya.

Menyikapl keadaan lni mereka mulai



memperluangkan tahap berikutnya, yaltu

melalui satu Deklarasi tLO yang mewaiibkan

semua negara untuk meratifikasi semua

konvensi dasar, tetapi usaha itu tidak

berhasil, komprominya adalah bahwa setiap

negara mempunyai kewaiiban melaporkan

pelakanaan prinsip'prinsip Konvensl Dasar

lLO, meskipun negara yang bersangkutan

belum meratifikasinya.

Bagi bangsa lndonesla tahun 1997

sampai dengan 1999 merupakan tahun'

tahun yang sangat benejarah. Hal lnl dlawall

dengan krisis ekonoml dl Asla selak

pertengahan tahun 1997, Krlsls ekonomi

tersebut telah memberikan dampak yang

berat bagi bangsa dan masyarakat lndonesia

secara soslal maupun ekonomis. Dlsusul pula

dengan tuntutan reformasl yang merambah

ke seluruh bidang kehidupan, antara lain

sistem pemerintahan, ekonomi, soslal,

hukum dan termasuk tuntutan terhadap

hak-hak asasi manusia, proses demokrasi dan

kebebasan, yang sangat keras dilakukan oleh

seluruh kekuatan masyarakat. Seialan

dengan meningkatnya isu Hak Asasl

Manusia (HAM) di seluruh dunia, tuntutan

mengenai hak asasl manusla itu luga telah

meniadl salah satu pokok permasalahan yang

teriadi dl dalam negeri, khususnya tuntutan

mengenai hak-hak asasl yang berkaltan

dengan bldang ketenagakerlaan. Banyak
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sekali terjadl mogok dan unjuk rasa yang

menuntut keadilan dan dilaksanakannya

Deklarasi Umum tentang HAM, terutama

mengenai jaminan hak-hak setiap orang.

Sehubungan dengan derasnya arus tuntutan

perlindungan atas hak-hak asasi manusia

tersebut, telah terjadi perkembangan dan

perubahan yang cepat dibldang

ketenagakerfaan. Perkembangan yang terladi

dl lndonesla sefak pertengahan tahun 1998

sangat erat kaltannya dengan pelakanaan

hak-hak asasl manusla khususnya dl tempat

kerfa, yang selama lni t€lah dirumuskan

dalam beberapa konvensl dasar lLO. Langkah

konkrlt yang dllakukan Pemerlntah lndonesia

lalah meratlflkasl Konvensl ILO Nomor 87

tahun 19,+8 kntang Kebebasan Berserikat

dan Perllndungan

Hak Berorganlsasl, diradffkasl dengan

Keputusan Preslden Nomor83 Tahun 1998

tentang Pengesahan Konvensi ILO

Nomormor 87 tenung Kebebasan Berserikat

dan Perllndungan Hak Untuk Berorganisasl,

pada unggal 5 Junl 1998. Ratifikasl konvensl

lnl t€lah membuka kesempaun bagi ILO

untuk bekeria sama membantu Pemerintah

lndonesla dalam hal pelalsanaan standar-

standar ketenagakerlaan dan reformasi

peraturan perundang-undangan di bidang

ketenagakerlaan. ILO iuga membantu



lndonesia dalam menegakkan kebebasan

berserikat dan berunding bersama seialan

dengan Konvensi Nomor 98 tenung Hak'

hak Berorganlsasl dan Berunding Bersama

'y.ng telah diratifikasi lndonesia pada tahun

1957.

Dalam menlndaklanlutl keria sama

tersebut, Pemerlntah lndonesla

memutuskan untuk menunda berlakunya

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997

t€ntang Ketenagakerlaan. Undang'Undang

tersebut seyogyanya mulal berlaku selak

tanggal 1 Oktober 1998, namun sangat

banyak mendapatkan krltikan dan tanggapan

darl berbagal kelompok masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997

dltunda berlakunya sampal dengan tanggal I

Oktober tahun 2000, dengan Undang'

Undang Nomor 1l tahun 1998. Selama

kurun waktu penundaan tersebut dilakukan

penyempurnaan. Selaln itu pihak ILO fuga

meminta Pemerintah lndonesia untuk

meninjau kembali peraturan perundang'

undangan dan rancangan Perundang'

undangan yang tidak sesual dengan

ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ILO

Nomor 87 dan Nomor 98. Dengan

bantuan lLO, segera dibuat pula Rancangan

Undang-undang tentang Serikat Pekeria, dan

kemudian dilakukan ratifikasl atas tlga

konvensi dasar lainnya yaltu Konvensl ILO
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lO5, lll, dan 138 pada tanggal 7 Mel

1999.

Dalam perkembangannya, ternyata kemudlan

ILO menambah satu lagl konvensl dasar.

Dalam Sidang ILO yang ke-87 (bulan Junl

tahun 1999), dladopsl satu lagl Konvensl

ILO yang luga dltetapkan sebagal Konvensl

Dasar, yaltu Konvensl Nomor 82 tentang

Pelarangan dan Tlndakan Segera Penghapusan

Bentuk-bentuk Terburuk Pekerfaan Untuk

Anak (Concernlng The Prohlbltlon and

lmmedlate Actlon For The Ellmlnatlon of

The Worst Forms of Chlld Labour). Dengan

Undang-undang Nomor I Tahun 2000,

lndonesla meratlflkasl Konvensl ILO Nomor

182 mengenal Pelarangan dan Tlndakan

Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk

Pekerfaan Untuk Anak tersebut, dengan

demlklan lndonesla telah meratiflkasl konvensl

dasar yang kedelapan. Dalam waktu kurang

darl dua tahun, lima konvensl dasar telah

dlratlfikasl dengan Undang-undang dan

Keppres.

Dari berbagal sumber d.p.t dicatat

beberapa alasan dan peitimbangan, mengapa

lndonesla segera meratifikasl semua Konvensi

Dasar ILO tersebut:

Pertama, Negara-negara malu dan kelompok

pekerla secara langsung atau tidak langsung,

terang-terangan atau tersembunyi akan terus

menekan perdagangan negara'negara



berkembang dengan mempergunakan

konvensi dasar tersebut sebagai alat

penekan. Hal lnl terbuktl sebagalmana taktlk

kelompok pekerla yang dlkemukakan pada

sldang Badan Pekerla ILO ke 264

Nomorpember 1995, yaltu bahwa mereka

setuiu mengesamplngkan perdebatan

mengenai sanksl Perdagangan guna

memperlancar penyelesalan perdebatan

tersebut namun pada kesempatan laln

mereka akan tetap mengemukakan kemball

hal dlmaksud pada saat yang tepat. Dl

samplng ltu pada sidang GB - ILO ke'273

Nomorpember 1998, kelompok pekerla

dan negara'negara maiu telah mengusulkan

hal laln yaitu lngln memberlakukan label

bebas penggunaan pekeria anak untuk setiap

produk, walaupun pekeria anak tersebut

bekeria secara suka rela.

Kedua, Walaupun belum meratifikasl

seluruh konvensi dasar, Indonesla

sebagaimana iuga semua anggota ILO setiap

tahun harus melaporkan pelakanaan prlnslp

konvensi tersebut. Kegagalan atau

kekurangan yang dilaporkan akan dapat

mengundang pihak luar negerl dan ILO

sendiri untuk menyampaikan krltlk, dan hal

ini akan dapat menyebabkan kesulitan poslsl

lndonesia di dunia internaslonal.

Ketiga, Dengan meratiflkasl Konvensl Dasar

ini menuniukkan kesungguhan lndonesia

dalam memalukan, melindungl, dan

menghormatl hak-hak dasar pekeria

sebagaimana telah dinyatakan dalam Deklarasi

ILO mengenal Prinsip-prinsip dan Hak-hak

Dasar dl Tempat Keria yang diadopsi pada

bulan Juni 1998. Hal ini akan lebih

meningkatkan cltra positif lndonesia dan

memantapkan kepercayaan masyarakat

lnternaslonal terhadap lndonesia.

Keempat, Negara-negara maiu telah mulai

melakanakan standar-standar perdagangan

lnternatlonal antara lain dengan

memberlakukan seperti Sistem Manaiemen

Mutu (lSO : 9000 Series), Sistem

Manalemen Llngkungan (lSO-l 4OOO Series)

dan Pertanggiung Jawaban Lingkungan dan

Soslal (S.A 80OO), dengan meratifikasi

konvensl dasar ILO mengharuskan lndonesla

untuk menylapkan diri, seiaiar dengan bangsa

lain dalam memenuhi standar perdagangan

lnternational.

Kelima, Dari dalam negeri, ratifikasi konvensi

dasar, merupakan pelakanaan Ketetapan

MPR Nomormor: |V/MPR/I999 Tenung

Garis-garls Besar haluan Negara, mengenai

arah kebiialaanaan yang digariskan dibidang

hukum, yang mepgamanatkan untuk

melaniutkan ratifikasi konvensi int€rnasional,

terutama yang berkaitan dengan hak asasi

manusia sesuai dengan hubungan dan

kepentlngan bangsa, sekaligus dapat merubah

citra lndonesia di dunia internasional.
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Keenam, Selama lnl penanganan masalah

ketenagakerfaan dl dunla lnternaslonal tltik

beratnya dllakukan hanya secara sektoral

oleh Departemen Tenaga Keria dan

Departemen Luar Negerl yang berkaltan

erat dengan hubungan luar negerl, sehlngga

Depart€men Tenaga Kerla serlng mengalaml

kesulitan dalam penyampalan penfelasan dan

penyelesalan kasus yang dltuduhkan oleh

masyarakat lnternaslonal terhadap

pelanggaraan yang terfadl dl lndonesla

karena kurangnya perhatlan lnstansl laln.

Dengan telah meratifikasl konvensl lnl,

maka akan semakln banyak unsur atau

lnstansl t€rkalt yang terllbat dan

bertanggung iawab, sehlngga lndonesla

dapat memberlkan penielasan dan laporan

yang tengkap dair akurat.

Ketujuh, Maslh banyaknya pengusaha

yang kurang memperhatlkan hak-hak

pekeria mesklpun andil dan peran serta

pekerfa terhadap kemafuan perusahaan dan

pembangunan cukup besar. Dengan

meratifikasi konvensl, maka diharapkan

hak-hak pekerfa yang selama lnl kurang

dlperhatikan, akan menfadl lebih dihargal,

poslsl pekeria dalam memperfuangkan

kepentingannya akan menladl leblh kuat,

sehingga secara tldak langsung dapat

menlngkatkan keselahteraan pekerfa dan

keluarganya.

Pasca Ratlfikasl Konvensi ILO No. g7

memberikan nuansa baru dibidang hubungan

industrial yaltu nuansa kebebasan berserikat.

Awal Pasca Ratifikasl Konvensi ILO No. g7

tersebut tldak hanya diwarnal dengan

pertumbuhan serikat pekeria secara pesat

tetapi iuga diwarnai dengan perpecahan

serikat pekeria yang telah diakui pada era

Orde Baru. Setelah diundangkannya Undang-

undang No. 2l tahun 2O0O tentang Serikat

pekerla. Organlsasl pekerfa yang tercatat

pada Departemen Tenaga Kerja dan

Transmlgrasl berdasarkan permennaker

Kepmenaker No. KEP. 20tIMEN/1999

sampal dengan bulan Desember ZOOL

mellputl 2 Konfederasi, 64 Federasl, 144

Serlkat Pekerla Perusahaan llngkup naslonal,

dan 15.750 unit kerla tlngkat perusahaan.

Jamlnan kebebasan berserlkat selama lnl

sebenarnya telah dlatur dalam berbagal

peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan

lnl menjadl landasan yang kuat untuk

membentuk Undang-undang tentang Serikat

Pekeria. Apalagt setetah biratlfikasinya

Konvensl ILO No. 78.tahun 1948 dengan

Keppres No. 83 tahrin 1998. Dengan

demlklan dikeluarkannya Undang-undang

No. 2l tahun 2000, merupakan undang-

undang pertama yang mengatur tentang

serlkat pekerfa, sebagal pengukuhan dan

pengakuan kebebasan berserlkat di lndonesia.

28



Beberapa perubahan mendasar Yang

dlberlkan oleh undang'undang tersebut

antara laln adalah dllamlnnya kebebasan

seluas-luasnya bagl pekerla disemua tempat

kerla untuk benerlkat. Dirubahnya slstem

satu serikat pekerfa (slngle union system)

menfadl slstem banyak serikat pekerla

(multy unlon system). Tldak adanya lagl

campur tangan pemerlnuh untuk mengatur

atau membatasl serlkat pekerfa. Perubahan

mendasar lalnya lalah bahwa keabsahan

berdlrlnya suanr serlkat pekerla dltentukan

sendlrl oleh para pekeria. Pembaharuan lnl

membawa perubahan Pula dibldang

admlnlstrasl hubungan lndustrlal. Perubahan'

perubahan tersebut dimalaud luga untuk

menfawab kebutuhan masyarakat lndustrl.

Sepertl terfadlnya tltik berat pelayanan

pemerlnah pada otonoml daerah

Kota/Kabupaten, tuntutan demokratlsasl

kehldupan bermasyarakat dan

pemberdayaan maryarakat seluas'luasnya.

Alasan lnternalnya antara laln seialan

dengan diratifikaslnya delapan konvensl

dasar lLO, maka harus Pula dllakukan

perubahan mendasar terhadap admlnlstrasl

hubungan lndustrlal, mlsalnya diupayakan

semlnlmal mungkln bentuk'bentuk perlllnan,

admlnlstrasl pelayanan tldak lagl berleniang

menurut admlnlstrasl pemerlnahan, tetapl

dlsederhanakan, slngkat dengan tltlk berat

pelayanan pada satu tempat yaltu pada

pemerlntah daerah otonomi Kota/Kabupaten.

Poslsl lnstansl atasan sekedar meniadi

pengarah tldak lagl menladi pelakana

pelayanan.

Beberapa prlnslp pokok yang dlatur

dalam Undang-undang No. 2l tahun 2000

adalah:

l. Non Dlskrlmtnatlf, karena serikat pekerja

dldlrlkan untuk memperiuangkan

kepentlngan pekerla, oleh karena itu

sedkat pekerla harus terbuka untuk semua

pekerfa.

2, Syarat Pembentukan dan Pengorganisasian

Serlkat pekerfa, Undang-undang

menetapkan bahwa pembentukan serlkat

pekerfa dapat dllakukan oleh sekurang-

kurangnya sepuluh orang pekeria, federasi

serlkat pekerta oleh sekurang kurangnya

llma serikat pekerla dan konfederasl

serlkat pekerfa oleh sekurang-kurangnya

tlga federasl serlkat pekeria. Konvensl ILO

No. 87 memang tldak mencantumkan

persyaratan mlnlmal pembentukan

organlsasl serlkat pekerla. Namun

pencan$man persyaratan ini masih

dlanggap walar dan ;ddak bertenungan

dengan standar lnternaslonal karena pada

dasarnya sama sekall tidak menghambat

pekerfa untuk membentuk organisasinya.

Undang-undang lnl tldak mengenal

ben$k-bentuk standar suatu organisasi

serlkat pekerla, bentuk organisasinya
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sepenuhnya mengacu pada kebebasan

berserlkat sebagalmana dlanut oleh

Konvensi ILO No. 87. Artlnya seorang

pekerla dapat bergabung dengan

organlsasl mana saia yang ia sukal.

Undang-undang ini iuga membebaskan

bentuk organisasl serikat pekeria,

sehlngga tldak dlatur secara seragam.

Serikat pekerla/ serikat buruh dapat

dibentuk berdasarkan oleh kesamaan

sektor usaha atau lenls pekerlaan atau

lokasl tempat kedanya.

3. Keanggotaan, seorang pekeria hanya

dapat menfadl anggota darl satu serlkat

pekerla sala. lika la tercatat pada lebih

darl satu serlkat pekerla maka la harus

memllih salah satu.

4. Pencatatan dan Pemberltahuan, lstilah

"pencata tan dan Pemberltahuan" inl

merupakan Perkembangan dari

pengaturan yang semula menggunakan

lstllah "pendaftaran". "Pencat atan dan

pemberitahuan" ini bukan meruPakan

suatu bentuk "Pengakuan"

(recognition). Keberadaan suatu

organisasl tentunya diakul oleh

anggotanya sendiri. Dengan demlkian

tanpa didaftarpun serikat Pekeria

tersebut tetap eksis bagi anggotanya,

5. Pembubaran Serikat pekeria, Konvensi

ILO No. 87 menegaskan bahwa

organlsasl serikat pekerfa tidak dapat

dlbubarkan oleh pemerintah. Oleh karena

Itu dalam pembubaran serlkat pekeria

hanya dibatasl dalam hal: a) dinyatakan

oleh anggotanya menurut AD dan ART,

b) perusahan tutup atau menghentikan

keglatannya untuk selama-lamanya yang

mengaklbatkan putusnya hubungan kerja

bagl seluruh pekerla dl perusahaan setelah

seluruh seluruh kewallban pengusaha

terhadap pekerfa dlselesalkan menurut

peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan c) dlnyatakan dengan

putusan pengadllan.

6. Persellslhan Antar Serlkat pekerla, dengan

banyaknya organisasl maka tldak tertutup

kemungklnan persellslhan antar serlkat

pekeria. Persellslhan tersebut biasanya

menyangkut masalh keanggotaan, yang

akan berdampak kepada poslsl mayoritas

sebuah serikat pekeria/ serikat buruh.

Dalam undang-undang inl ditetapkan

bahwa perselisihan harus dlselesalkan

dengan secara mirsyawarah. Namun

dalam hal musyawarah tldak tercapai

diselesaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

7. Undang-undang Ketenagakeriaan

Berikut inl diberikan contoh bahwa
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upaya pembaharuan hukum ketenagakedaan

tidak seluruhnya memberikan hasil yang

memuaskan. Masyarakat lndustrl merasakan

bahwa banyak produk hukum yang dibuat

pada masa Hindia Belanda sampai dengan

awal kemerdekaan, telah tldak sesual lagl

dengan rasa keadllan masyarakat dan

tunfiJtan pembangunan, terutama dalam

menghadapl era pasar bebas. Masyarakat

menuntut pembaharuan hukum yang selalan

dengan perkembangan laman dan kemafuan

lndustrl. Memenuhl keinglnan ltu, dl proses

pembuatan undang-undang ketenagakerfaan

yang baru, yang kemudian di undangkan

sebagai Undang-undang Nomor 25 tahun

1997. Materi undang-undang lni banyak

membawa perubahan dalam hukum

ketenagakeriaan di lndonesla. Oleh Undang'

undang ini dicabut enam ardonansl dan lima

Undang-undang.

Sayangnya, oleh masyarakat lndustri

proses pembuatannya dinllai tidak dilakukan

dengan cara-cara yang benar dan baik, oleh

karena ltu Undang-undang tersebut di tolak

dan minta untuk dicabut. Undang'undang

itu sendiri baru berlaku satu tahun setelah di

undangkan, yaitu tanggal I Oktober 1998,

disebabkan kuatnya tekanan masyarakat

lndustri di dalam negeri dan besarnya

pengaruh ILO Jakarta pada saat itu,

Undang-undang ltu kemudian di tunda

pelalsanaannya. Dengan Undang'undang

Nomor I I tahun 1998, Undang-undang

Nomor 25 tahun 1997, dirubah waktu

berlakunya menfadi tanggal I Oktober 2000.

Permasalahan hukum yang teriadi adalah

Undang-undang Nomor I I tahun 1998 yang

merubah waktu berlakunya Undang-undang

Nomor 25 tahun 1997, baru di undangkan

unggal l0 Nopember 1998. Dengan

demlklan secara formil Undang-undang

Nomor 25 tahun 1997 telah sempat berlaku

dari unggal I Oktober s/d 9 Nopember

1998, selama empat puluh hari. Dl sini kita

lihat, adanya Undang-undang yang telah

sempat berlaku kemudian ditunda

pelakanaannya.

Selama ditunda dua tahun, dilakukan

pembahasan materl Undang-undang yang

ada, bersamaan dengan itu dilakukan ratifikasi

konvensi dasar lLO. Materi Konvensl Dasar

ILO dlmakud, ternyata perlu pula dlumpung

dalam undang-undang nasional di bldang

ketenagakeriaan, akhirnya pemerintah

mengaiukan RUU baru sebagai penggantl

Undang-undang Nomor 25 tahun 1997,

diaiukan ke DPR dengan ludul Rancangan

Undang-undang tentani Pembinaan dan

Pengawasan Ketenagakerlaan (RUU PPK).

Selama lebih kurang dua tahun pembahasan

RUU PPK, ternyata iuga tldak dapat

diselesaikan, untuk mengatasinya pemerlntah

kembali mengambil langkah dengan

mengeluarkan PERPU, dengan PERPU Nomor
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3 tahun 2000, tanggal 25 September

2000, yang kemudian dikukuhkan

penundaan itu dengan Undang'undang

Nomor 28 tahun 2000, tanggal 20

Desember 2000, ditunda berlakunYa

Undang-undang Nomor 25 tahun 1997

sampai I Oktober 2OO2.

Empat tahun Pembahasan RUU

PPK, ternyata tetap tidak dapat diselesaikan.

Pada akhir batas waktu berlakunya Undang'

undang Nomor 25 tahun 1997, DPR

mengambil inisiatif mengusulkan RUU

pencabutan Undang'undang Nomor 25

tahun 1997. RUU Pencabutan selesai

dibahas dan disahkan, namun sampai saat ini

RUU Pencabutan itu belum diundangkan,

dengan demikian untuk kedua kalinya

Undang-undang Nomor 25 tahun 1gg7

secara formal kembali berlaku.

Ditiniau dari UUD 1945,

berdasarkan Pasal 20 ditegaskan bahwa

Presiden mengesahkan RUU yang telah

disetuiui bersama, bila setelah tiga puluh

hari seiak RUU disetuiui, tidak disyahkan

oleh Presiden, maka RUU sah meniadi

Undang-undang dan waiib diundangkan.

Ketentuan yang sama diatur pula

dalam Pasal 1 19 Tata Tertib DPR Nomor

3AlDPR- Rt / t / 200 1 / 2002.

Berdasarkan uraian diatas Undang-

undang Nomor 25 tahun 1997 telah

menimbulkan masalah hukum, yaitu dua kali

secara formil telah sempat berlaku, ini berarti

peranan hukum sebagai sarana

pembaharuan masyarakat (Law as a tool of
social engineering), telah berhasil

dilaksanakan dalam pembangunan hukum

ketenagakeriaan di lndonesia dengan lahirnya

Undang-undang No. 13 Tahun 2OO3 tentang

Ketenagakeriaan.

8. Penutup

Demikianlah beberapa catatan penting

pembangunan hukum ketenagakerjaan di

lndonesia, kita melihat tidak semua upaya

pembangunan itu dapat berhasil seperti yang

direncanakan. Faktor-faktor non tehnis

utamanya faktor politik sangat berperan

dalam menentukan suatu perubahan di bidang

hukum. *****

Ilrs. Moh. Syaufll Syamsuddln, SH, MH

lahtr rll Medan, Sumatera Utara, tanggal 30 0ktober 1945. Pendldlkan Fakultas llnu Soslal IIilP Negeri

yogyakarta, Fakultas Hukum Unlvorsltas Islam Tangerang, dan Maglster Hukum FH'III Jakarta.

JabaAn : pernah menlabat sebagal Kepala Kartor Depna^ker Kabupaten Ta.ngerang, Kepala Kantor llepnakcr

Kota/Kabupaten Bandutrg, Kepala Kantor Wttayah Tenaga KerJa Proplnsl Jawa Tlnur dan lllrten Blnawas

Depnaker serta Staf Ahtt Menaker Bldang SDM Depnakerhans. Terakhlr sebagal Penelld pada Balltfo

DeDna^kertrans. 32



KONVENSI ILO NO. I4+
tentang

KONSULTASI TRIPARTIT

UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN STANDAR
KETENAGAKER]AAN INTERNAS IONAL

Oleh: Harry Suryatna

LATAR BELAKANG Dengan adanya struktur tripartit di lLO,

maka pada setiap Konperensl Umum

ahirnya perangkat (instrumen) standar organisasai tersebut masing' masing

ketenagakeriaan internasional yang anggota di wakili oleh unsur tripartit

yang bersangkutan.berupa Konvensi ILO No. 144 tentang

Konsultasi Tripartit, tidak bisa terlepas dari

Iatar belakang seiarah berdirinya lLO.

Seiak awal, Peran utama ILO adalah

mengupayakan keriasama antara pemerintah,

pengusaha, dan pekeria untuk mewuiudkan

keadilan sosial. Pada Konperensi Perdamaian

tahun 1919, Komisi Perundang-undangan

Perburuhan lnternasional dibentuk dan diberi

tugas untuk menyusun mekanisme

kelembagaan untuk mewadahi keriasama

tersebut. Hasilnya adalah ditetapkannya suatu

kelembagaan yang berupa organisasi

ketenagakeriaan/ perburuhan internaslonal

(yang sekarang dikenal dengan nama

tnternational Labour Organisation atau ILO)

dalam BAB Xlll Perlaniian Versalles Liga

Bangsa-bangsa.

negara

negara

Hal penting yang perlu dicatat dlsini,

adalah adanya suatu kelnginan dan tuiuan

untuk meniamln hak pekerla dan pengusaha

di dalam memperoleh kesempatan untuk lkut

serta berpartisipasl secara aktif dan

bekeriasama dengan pemerlntah dl dalam

tahap-tahap kegiatan:

o Penetapan standar lnternaslonal

(Konvensi dan Rekomendasl ILO);

o Penetapan Agenda KonPerensi; dan

o Pengawasan Pelaksanaan Standar

Kerlasama trltpartli lebih taniut

dikukuhkan dalam Deklarasl ILO pada

Konperensi Perburuhan lnternasional tahun

1944 dl Philadelphla yang menyatakan

anhra lain bahwa kerlasama trlparit

merupakan :
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upaya internasional yang harmonis, terpadu,

dan berkesinambungan yang memungkinkan

wakit-wakil pekeria dan pengasaha - dengan

status yang "setara", bergabung dengan

pemerintah dalam diskusi dan pengambilan

keputusan yang bersifat demokratis untuk

mengga lang "keseiah teraan bersama "

Seiak saat itu, banYak ketentuan'

ketentuan Konvensi ILO yang dibuat

mencantumkan ayat-ayat yang menetapkan

bahwa organisasi-organisasl pekeria dan

pengusaha harus mau sallng berhubungan dan

bekeriasama dalam menialankan fungsinya

masing-masing. Beberapa Konvensi tersebut

antara lain menyatakan bahwa :

o Pelaksanaan Konvbensi hanya boleh

dilakukan setelah terlebih dahulu

dikonsultasikan dengan organisasi-

organisasi yang mewakili pengusaha dan

pekeria;

. agar dibentuk lembaga'lembaga guna

meniamin terlaksananya konsultasi anata

wakil'wakil pekeria dan pengusaha;

r kewaiiban mendirikan suatu badan atau

prosedur keria guna memastikan

keterlibata n wakil-wakil pekeria dan

Pengusaha;

o badan-badan umum pemerintah yang

berwenang harus menguPaYakan

keriasama antara organisasl-organisasl

yang mewakili pekeria dan pengusaha di

dalam :

a. menerapkan perundang-undangan

untuk maksud memberikan kekuatan

hukum bagi pelaksanaan Konvensi;

dan

b. merumuskan kebiiakan nasional.

Untuk itu, perlu diingat dan diperhatikan

bahwa tercapainya fungsl keriasama trlpartit

yang harmonis dikaitkan dengan standar

ketenagakeriaan lnternaslonal haruslah

dldasarkan pada keyaklnan bahwa hal

tersebut di dukung oleh dialog yang berslfat

serupa dl tlngkat nasional. Sesungguhnya

pelakanaan fungsi keriasama tripartit ini

hanya terdiri dari suatu kewailban

memberikan informasi, bukan untuk

melakukan konsultasl.

Namun demlkian, kewaiiban yang

diberikan kepada pemerintah didalam

menyampaikan laporan sesuai Pasal 23

Konstitusl lLO, mengharuskan, pemerlntah

negara anggota ILO untuk menyampalkan

salinan laporan pelakanaan kewaliban Pasal

l9 dan 22 Konstitusl ILO kepada wakll'wakll

pengusaha dan pekeria. Hal inl menyiratkan

bahwa partisipasi aktlf organlsasl'organlsasl

pekeria dan pengusaha dalam pengawasan

pelaksanaan standar perburuhan internasional

sangatlah diharapkan.
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TUIUAN DAN RUANG LINGKUP

KONVENSI ILO NO.I44

Pada intinya tujuan Konvensi ini adalah untuk

mengembangkan "konsultasl" yang efektif

antara pemerintah dengan wakil pekeria dan

wakil pengusaha.

Konvensi lnl menuntut komltmen pemerintah

negara anggota ILO yang meratifikasl untuk

melaksanakan kewaflban melaksanakan

ketentuan pasal 23 ayal2 Konstltusi lLO.

Negara-negara yang sudah meratlfikasl

Konvensl No. 144 berkewailban menlalankan

prosedur untuk menlamln terlaksananya

konsultasi trlpartlt yang efektlf dalam ruang

lingkup berlkut :

a. Penyusunan tanggapan pemerintah

terhadap rancangan bahan yang akan

dldiskusikair sesuai agenda sidang

Konferensl Ketenagakerfaan lnternasional

(lnternational La bour Confere nce/lLC).

Dalam hal ini pemerintah diminta

menanggapi pertanyaan (questionnaires)

agenda Konferensi misalnya : rancangan

konvensi atau rekomendasi, bahan diskusi

umum, atau bahan lainnYa Yang akan

didiskusikan dalam konferensl.

b. Penyusunan saran dan tanggapan yang

dibuat dalam rangfta "PenYamPalan

Konvensi dan/atau Rekomendasi baru

ILO yang dlsahkan ILC kepada pengiuasa

yang betwenangl' (submisslon) sesual

dengan Pasal l9 Konstitusi Organisasi

Perburuha n lnteransional.

Pasal l9 Konstitusi ILO yang

mengamanatkan bahwa dalam iangka

waktu 12 bulan atau paling lambat 18

(delapan belas) bulan terhitung seiak

diadopslnya suatu standar, maka negara

anggota harus sudah menyampaikan

lnstrumen baru tersebut kepada pihak

yang benrenang di negara yang

bersangkutan dan melaporkannya kepada

tLo.

Penyusunan saran dan tanggapan atas

penelaahan/pengkailan ulang atas

Konvensl-konvensl yang belum diratifi kasi

dan Rekomendasl-rekomendasi lLO.

Penelaahan kemball terhadap konvensi

yang belum dlratlfikaslkan dimaksudkan

untuk menlnlau kemungkinan

dlratifikaslnya konvensi yang

bersangkutan. Demikian pula terhadap

rekomendasl lLO, penelaahan dilakukan

untuk mempertimbangkan tindak laniut

dari rekomendasl tersebut misalnya :

apakah rekomendasl tersebut dapat

diiadikan referehsi atau sebagian

aturannya dapat dlmasukan kedalam

peraturan perundang-undangan n asional.

Penyusunan laporan pelakanaan

Konvensl yang diratlfikasl sesuai dengan

Pasal 22 Konstltusl Organisasi

Perburuhan lnternaslonal.

d.
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Laporan yang dibuat merupakan organisasi-organisasi perwakilan untuk

informasi seiauh mana Konvensi yang membiayai pelatihan-pelatihan tentang

telah diratifikasi dilaksanakan oleh negara prosedur tersebut.

anggota, sehingga tLO mengetahui

apakah konvensi tersebut mememberikan BEBERAPA PENGERTIAN DALAM

pengaruh yang signifikan terhadap KONVENSI ILO NO.l 44

peraturan perundang'undangn nasional

atau apakah ada kesulitan di dalam Pengertian yang terdapat dalam Konvensi

melaksanakannya. mencakup 3 (tiga) hal penting yaitu :

e. Pembahasan rencana penarikan kembali 1. Konsultasi;

(denunciation) Konvensi-konvensi yang 2. Keterwakilan (organisasi yang paling

telah diratifikasi. mewakili);

3. Hak kebebasan berserikat;

Negara anggota, setelah berkonsultasi 4. Pemilihan secara bebas;

dengan wakil organisasi pekeria dan 5. Kompisisi perwakilan yang berimbang.

pengusaha, harus menetapkan sifat dan

bentuk prosedur konsultasi sesuai dengan Konsultasi

praktek/tata cara yang berlaku secara nasional Pengertian Konsultasi hendaknya

dan bentuknya diserahkan kepada negara dibedakan dari pengertian "informasi", atau

yang bersangkutan. Untuk memperlancar "membuat ketetapan bersama". Pengertian

prosedur konsultasi tersebut, maka organisasi konsultasi iuga harus di bedakan dari

pengusaha dan organisasi pekeria harus pengertian "negosiasi" yang menyiratkan

memlilih wakil-wakilnya secara bebas dan inisiatif yang diambil oleh pihak'pihak yang

terwakili secara seimbang. berbeda atau memmiliki benturan

kepentingan, dengan tuiuan mencapai

Konsultasi harus ditetapkan dan diadakan mufakat'

dalam kurun waktu tertentu, sekurang-

kurangnya sekall dalam satu tahun. KonsulEsi yang dimaksudkan disini

adalah lebih ditekankan untuk membantu

pihak berwenang yang kompeten harus pemerintah di dalam mengambil keputusan

memfasilitasi dukungan administratif prosedur daripada mencapai kata sepakat. Agar supaya

konsultasi dan membuat pengaturan' lebih efektif dan bermanfaat' konsultasi

pengaturan sebagaimana mestinya dengan tersebut hendaknya tidak sekedar hanya

36



menialankan kewaiiban saia tetapi tetapi iuga

agar mendapatkan perhatian yang serius dari

pemerintah.

Ketenvakilan

Menurut Pasal 3 ayat I Konstitusi, wakil-

wakil pengusaha dan pekerja yang ikut

berpartlsipasi dalam prosedur konsultasi harus

dengan bebas memilih "organisasi-organisasi

perwakilan" mereka sendiri. Artinya hal ini

sesuai dengan Pasal 1, yaitu oleh "organisasi'

organisasl yang paling mewakili pengusaha

dan pekeria yang menikmati kebebasan

berserikat".

Memorandum Kantor ILO Geneva pada

waktu menanggapi pertanyaan pemerintah

Swedia tentang penafsiran istilah organisasi

menyebutkan bahwa organisasi yang paling

mewakili pengusaha dan pekeria dalam pasal

I Konvensl "tidak berarti hanya organisasi

pengusaha dan organisasi pekeria yang

terbesar". Apabila dalam suatu negara

terdapat dua atau lebih organisasi pengusaha

dan pekeria yang masing-masing mewakili

satu wadah pendapat yang signifikan, maka

meskipun salah satu darl mereka secara

organisasi lebih besar darl lainnya, mereka

semuanya dapat dianggap sebagai organisasi

yang paling mewakili"

Pemerintah hendaknya berupaya untuk

memperoleh persetuiuan dari seluruh

organisasi yang berkepentingan di dalam

menyusun prosedur konsultasi. Tetapi, bila

hal ini tidak dimungklnkan, maka pada

akhirnya pemerintahlah yang harus

mengambil keputusan organisasi-organisasi

mana yang layak ditunjuk sebagai yang paling

mewakili, dengan maksud yang baik dan

memperhatikan situasi dan kondisi nasional

yang ada.

Konvensi menetapkan bahwa organisasi-

organisasi yang diikut sertakan adalah

organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja

yang paling mewakili. Namun demikian,

Konvensl tidak menghalangl keikusertaan

wakil-wakil organisasi-organisasi lain. Ada

baiknya bila mengetahui pandangan organisasi

kategori lain misalnya - pekerja mandiri,

petani, atau anggota koperasi. Konvensl iuga

tidak menolak lembaga-lembaga swadaya

masyarakat untuk lkut dalam proses

konsultasi.

KeikuSertaan organisasl lain sebagaimana

tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk

memungkinkan dilakukannya konsultasi

melalui badan atau forum yang komposisl

pesertanya tidak harus ketat secara tripartit

sehingga istilah "tripartit" tidak dimunculkan

dalam bagian paragrap "operatif" Konvensl.

Namun demikian, perlu ditekankan disini

bahwa konsultasi dengan pihak lain tersebut

tidak boleh meniadi konsultasi yang bersifat
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dominan sehingga memperkecil peran utama

keterwakilan organisasi yang diakui apalagi

menggantikan perannya.

Hak kebebasan berserikat

Klausula pasal I Konvensi menyebutkan

bahwa organisasi-organisasi yang paling

mewaklli adalah organisasl yang menikmati "
hak kebebasan berserikat" hak kebebasan

berserlkat yang dlmalsudkan dlsini adalah

untuk menjamln bahwa konsultasi

berlangsung dalam kondisi yang

memungklnkan organisasi-organlsasi

perwakilan untuk mengemukakan sudut

pandang masing-masing dengan kebebasan

dan kemandirian penuh. Keadaan inl

dimungkinkan apabila " prinsip'prlnsi/' yang

terkandung dalam Konvensi ILO No. 87 dan

No. 98 di hargai sepenuhnya.

Pemilihan secara bebas

Pasal 3 ayat I Konvensi anatara lain

menyatakan bahwa wakil'wakil pekerja dan

pengusaha harus "dipilih secara bebas" oleh

organisasi masing-masing.

Prinsip pemilihan secara bebas pada

prakteknya barulah diakui iika organisasi'

organisasi itu sendiri mengangkat wakil-wakil

mereka secara langsung. Namun demikian,

dalam hal wakil-wakil tersebut di angkat oleh

pemerintah berdasarkan setelah

dengan catatan bahwa dalam hal ini

pemerintah terikat untuk mengangkat wakil-

wakil yang diaiukan tersebut. Prinsip dan

praktek seperti ini iuga dihargai/diakui.

Komposlsl penruakilan yang berimbang

Pasal 3 ayat 2 Konvensi menyatakan

bahwa "pengusaha dan pekerfa wajib tenruakili

dalam kompisisi yang berimbang dalam

badan-badan tempat konsultasi berlangsung"

Komposlsl yang berimbang dislni

hendaknya tldak ditafsirkan sebagal

penentuan lumlah perwakilan secara ketat

yang angkanya harus tepat sama. Tetapi yang

dimaksud kan dlslnl adalah untuk memastikan

bahwa "kepentingan" pengusaha dan pekeria

teruakili dengan benar dan secara berimbang

sehingga pandangan/pendapat yang mereka

aiukan mendapatkan porsi yang seimbang.

REKOMENDASI ILO NO. I52

Rekomendasi Nomor 152 tentang

Konsultasi Tripartlt Untuk Meningkatkan

lmplementasl Standar Ketenagakeriaan

lnternasional dan Kegiatan Tingkat Nasional

Berkaitan Dengan Ke-glatan-Keglatan ILO

merupakan petuniuk teknis pelaksanaan suatu

konvensi, dalam hal inl adalah Konvensi ILO

Nomor 144.

Oleh karena rekomendasi 'tidak

mengikat" maka tidak perlu diratlfikasi.didominaslkan oleh organisasl masing-masing,
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Rekomendasi isinya antara lain memberikan

petuniuk bahwa konsultasi tripartit dapat

dilakukan melalui berbagai komite khusus

yang dibentuk masing'masing untuk

menangani masalah-masalah tertentu atau

dapat dilakukan melalui sebuah

badan/lembaga yang mempunyai kewenangan

untuk membahas bidang ekonoml, sosial atau

ketenagakeriaan.

PERAN ORGANISASI PENGUSAHA DAN

PEKER]A

Pada dasarnya, pasal 23 Konstitusi ILO

dan Konvensi ILO No. 144 telah meniamin

peran aktif organisasi pengusaha dan pekeria

di dalam turut memberikan pandangan'

pandangan dan menerima informasi'informasi

tentang laporan-laporan pemerintah kepada

tLo.

Disamping itu, organisasi pengusaha dan

pekeria baik menerima atau tidak menerima

informasi laporan dari pemerintah dapat

sewaktu-waktu memberikan komentar atas

hal-hal yang berkaitan dengan materi berikut:

o Laporan-laporan pemerintah mengenai

submission, konvensi yang telah dan

belum belum diratifikasi serta

rekomendasi;

. Materi kuesioner bahan Konferensi

Ketenagakeriaan lnternasional;

o Maslah-masalah sebagai akibat

pelaksanaan Konvensi;

o Langkah-langkah sehubungan dengan

Konvensi yang belum diratifikasi dan

Rekomendasi ILO;

o Penarikan kembali (denunciation)

Konvensi yang sudah diratifikasi.

KERIASAMA TRIPART|T Dr |NDONESIA

Lembaga keriasama Tripartit mengenai

masalah ketenagakerlaan di lndonesia dlatur

berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Keria

Nomor: KEP. 258/MEN/1983 tentang

Lembaga Tripartit lndonesia, sefta Keputusan

Menteri Tenaga Keria Nomor : KEP.

98/MEN/1999 tentang Keriasama Tripartit

Sektoral.

Lembaga Kerjasama Trlpartit Naslonal

lndonesla

Lembaga lni berfungsi sebagai forum

konsultasi dan permusyawaratan untuk

memberikan pertimbangan, , saran dan

pendapat kepada Menteri dalam penyusunan

kebiiakan dan pemecahan masalah

ketenagakeriaan.

Dalam menialankan fungsi tersebut

maka Lembaga Keriasama Tripartit lndonesia

bertugas untuk :
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a. Menggalang komunlkasl dan keriasama

timbal balik sebalk-balknya dengan

segenap unsur anggotanya.

b. Menampung dan memecahkan masalah

ketenagakerjaan, balk yang merupakan

masalah nasional, regional maupun

sektoral.

Dalam melaksanakan tugasnya maka

lembaga ini dibantu oleh Sekretarlat Lembaga

Kerlasama Trlpartlt.

Dalam keputusan Menteri tersebut

ditetapkan juga bahwa keputusan dalam

sidang Lembaga Keriasama Tripartit dlambll

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Namun dalam hal musyawarah tidak dapat

mencapal suatu keputusan, maka

"Keputusan" diserahkan kepada Ketua atau

Ketua Pengganti.

Lembaga Keriasama Trlpartit Sektoral

Lembaga Kerlasama Trlpartit Sektoral lnl

identik dengan Lembaga Keriasama Tripartit

lndonesla, namun dlkhususkan untuk sector

usaha tertentu.

Sampai saat ini tercatat beberapa

Tripartit Sektoral antara lain Sektor

Perhubungan, Sektor Keuangan, Sektor

Konstruksi, Sektor Energi dan Sumber Daya

Mineral dan Sub Sektor Perkebunan.

Mekanlsme Trlpartit

Disamplng Trlpartit dalam bentuk

kelembagaan, dl lndonesla, prlnsip Tripartit

diterapkan pula dalam "bentuk,, mekanlsme.

Mekanlsme Trlpartit yang diterapkan

sudah berlangsung lama yaitu melalui

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1gS7

tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Dalam Undang-Undang tersebut secara ielas

dlcantumkan bahwa panltla yang mempunyai

kewenangan "memutuskan" perselislhan

ketenagakerlaan, terdlrl darl wakil

pemerlntah, wakll dari pekeria dan wakil dari

Pengusaha.

MASALAH YANG DIHADAPI

Dengan dlratlfikaslnya Konvensl ILO

Nomor 87 tentang Freedom of Associatlon,

maka pendekatan monollthlc berubah

menfadl pendekatan pluralistic. Ratifikasl lni

ditindak lanlutl dengan diundangkannya

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2O0O

tentang Serlkat Pekerfa/Serlkat. Buruh dan

Keputusan Menterl Tenaga Kerla dan

Transmlgrasl Nomor K.FP.l6IMEN/2001

tentang Tata Cara Pencatatan Serikat

Pekeria/Serikat Buruh. Saat lni lndonesia

mempunyai lebih darl 6O serikat pekerja.

Untuk menetapkan wakil serikaVserikat

buruh yang duduk di dalam kelembagaan

Tripartit, telah dicoba dengan membuat
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pedoman yaitu yang diatur dalam Keputusan

Menteri Tenaga Keria dan Transmigrasi

Nomor : KEP. 201/MEN/2001 tentang

Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan

lndustrial. Namun sampai saat ini Lembaga

Keriasama Tripartit (terutama yang berada di

tingkat Nasional ) ma_sih dalam tahap

penyesuaian.

Sedangkan khusus untuk mengelola

masalah ketenagakeriaan yang berkaitan

dengan kegiaun ILO dalam rangka

memenuhi kewaiiban Konvensl ILO No.l44,

pada saat ini sedang diproses suatu komlte

yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil

pemerintah, pengusaha dan pekerla.

PENUTUP

Kewaiiban yang diamanatkan oleh Konvensi

S (mb(qNO 144 tentang Konsultasi Tripartit,

mengharuskan pemerintah untuk menjalankan

prosedur agar terlaksana konsultasi yang

efektif antar unsur tripartit dengan

memperhatikan:

Bahwa ruang lingkup Konvensi terbatas hanya

pada materi-materi yang berkaitan dengan

persiapan bahan menghadiri sidang umum

Konferensi Ketenagakeriaan lnternasional dan

Laporan Tahunan pemerintah kepada ILO

sesual pasal l9 dan 22 Konstitusi lLO.

Forum, Komlte, atau Lembaga konsultasl

yang terbentuk bukan untuk mengambil,

membuat, atau menyepakati keputusan

melainkan lebih ditekankan untuk membantu

pemerlntah dl dalam mengambll keputusan

daripada mencapai kata sepakat.*** *

KEPUSTAICAAN

Konsultasi Tripartit, Sta n da r perburuha n In ternaslona L

Laporan lll (18), KonferensiPerburuhan lnternasional, Sidang ke'88,Tahun 2000

Konsultasi Tripaftit, Myra Ma rla Hanartani.

Handbook of Procedures relating to lnternational Labour Conventions and

Recommendations.
lnternational Labour Office, Geneva, Ref.2/1 998'

l.

2.

3.
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PER.LINDUNGAN TERHADAP HAK.HAK
PEKERTA/BU RUH PER EMPUAN

* otefr :Qgni gvlurs:ttayanti

BAB I undang Nomor 13 Tahun 2OOl tentang

PENDAHULUAN Ketenagakeriaan Pasal 5 dan 6 yang

menyatakan bahwa :

Pada dasarnya semua manusla dllahlrkan

bebas dan sama dalam martabat dan hak - Setlap tenaga keria memlllkl kesempatan

tanpa perbedaan apapun, termruk yang sama tanpa dlskrlmlnul untuk

perbedaan berdasrkan lenls kelamln. Hal memperoleh pekerlaan;

tnl tercantum dalam Undangundang Duar

19,+5 yang menetapkan dan menlamln - Setlap pekerla/buruh berhak

persamaan kedudukan dan hak bagf segala memperoleh perlakuan yang sama tanpa

warga negara ( balk lakFlakl maupun dlskriminasi darl pengrrsaha.

perempuan ) sebagaimana dlamanatkan

dalam Pasal '27 ayat I dan 2 yang Dalam pengeftian lnl termasuk di dalamnya

berbunyi : Pekerfa/buruh perempuan. Dengan

demlkian Undang-undang Nomor l3

l. Segala warga negara bersamaan Tahun 2003 tidak

kedudukannya dl dalam hukum dan membedakan/mndiskriminaslkan perlakuan

pemerintahan dan waiib menfunlung terhadap pekerla/buruh lakFlaki maupun

hukum dan pemerintahm ltu dengan perempuan.

tidak ada kcualinya.

Hal yang sangat penting dalam kaitannya

2. Tlap-tiap warga berhak atas pekerlaan dengan pekeria/buruh perempuan dan yang

dan pengfrldupan yang layak bagl selalu meniadi fokus pembahasan adalah

kemanusiaar. "perllndungannya".

Dalam bldang ketenagakerfaan llwa darl Perllndungan bagf pekerla/buruh

Pasal 27 ayat ( I dan 2) UUD 1915 perempuan sedng kall menladl masalah

tersebut telah dllabukan dalam Undang: yang dllematls, artlnya apabila perlindunpn



Itu dlberlkan semaklmal mungfiln dan

menfadl over protectlf, maka kesempatan

kerla bagl pekerla/buruh perempuan

menladl terbatas.

BAB II

PERATURAN PER,UNDANG.

UNDANGAN

YANG MENGATU R PEKER'A/BU RUH

PEREMPUAN

Secara umum perllndungan bagl

pekerfa/buruh perempuan dl lndoneCa

telah dikukuhkan melalul ratlflkasl beberapa

konvensl, balk Konvensl PBB maupun

Konvensl ILO yaltu :

l. Konvensl P,BB

a. UN Conventlon on the Ellmlnadon

of all Foms of Dbimlnatlon

Agahst Women CEDAW

(Penghapusan Segala Bentuk

Dlskrlmlnasl terhadap Wanlta),

dlratlflkasl dengan Undangundang

Nomor 7 Tdtun 1984.

lstllah dlsklmlnal terhadaP

wanlta/percmpuan sesual dengan

Konvensl PBq berartl 'setlaP

pembedaan, pengrcllan atau

pembatasn uang dlbuat atas dasar

lenb kelamln yang memPunYal

pengaruh etau tuluen untltk

mengarangl atau mengltaPuskan

pengnkuan, penikmaan atau

penggunaan hak-hak aai manusla

dan kebebasan-kebebasan pokok dl

bldang pottttk, ekonoml, sostat,

budaya, slpll aau arypun lalnnya

oleh kaum wanla, terlepas dart

ttatus perkawlnan mereka, atat

dasar penamaan anar! prla dan

wanlta.

b, UN Conventlon on the Pottttcat

NShtt of Women (Hak hak Polltik

Kaum Wanlta), dlratlfikasl dengan

Undangundang Nomor 68 Tahun

t958;

2, Konvensl ILO

a, ILO Conventlon No. IOO

Concernlng on Equal Remuneration

for Men and Women for Work of
Egual Value (Pengupahan yang

Sama bagl Pekerfa Prla dan Wanita

untuk Pekerfaan yang Sama

Nllalnya), dlratiflkCsl dengan

Undang-undang Nomor I Tahun

1957i

b. UO Conventlon No. I t t
Concemlng Dlsilmlnailon ln Respea

of Employment and Qccupatlon

(Dlskrlmlnasl dalam Pekeriaan dar

Jabatan), dlratiflkoi dengan

Undang-undang Nomor 2l Tahun
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1999, yang mengatur antara laln

larangan setlap perbedaan,

pengecuallan atau pengutamaan atas

dasar ru, warna kullt, fenls kelamln,

agama, keyaklnan, politlk,

kebangsaat atau asal asul soslal yang

berakibat mematlkan atau

mengurangi persarTlaan kesempatan

atau perlakuan dalar: pekeriaan atau

iabatan.

Selain Konvensi PBB maupun Konvensl

ILO tersebut, maslh ada beberapa

peraturan yang berkaltan dengan

pekeria/buruh perempuan antara laln :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun l98l tentang Perllndungan

Upah, yang mengatur upah yang

sama bagi pekerja/buruh perenpuan

dan laki-laki untuk pekeriaan yang

sama nilainya.

- Permenaker Nomor 3 Tahun 1989

tentang Larangan Pemutusan

Hubungan Keria bagi Pekerla Wanita

karena Menikah, Hamll dan

Melahirkan;

- Surat Edaran Menteri Tenaga Keria

No. 04 Tahun 1996 tentang

Larangan Dlskrimlnoi bagl Wanlta

dalam Peraturan Perusahaan atau

Perlanllan Kerla Bersama dan

sebagainya.

BAB III

PERLINDUNGAN BAGI

PEKERIA/BURUH PEREMPUAN

DALAM UNDANG.UNDANG NOMOR

I3 TAHUN 2@3

Pen gaturan yang menyan gfiut pekerla/buruh

perempuim dalam Undang:undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerlaan

leblh ditltlkberatkan kepada upek

perlindungannya. Perllndungpn lnl pada

dasarnya merupakan satah satu tahap bagl

pembentukan kuallus generasl penerus

bangsa sebagalmana yang dlclta-cltakan.

Secara garls besar dapat dlgolongkan

menfadl 3 (tlga) kategorl yaltu :

a. Kebiiakan yang berclfat protectfue,

yahu keblfakan yang dlarahkan pada

perlindungan fungsl reprodulsf sepertl

lstlrahat hald, lsttrahat melihirkan dan

gugur kandung dsb;

:

b. Kebiiakan yang berstfat conecttveyalw

kebllakan yang dlarahkan pada

penlngkatan kedudukan pekerfa/buruh

perempuan, sepertl larangan PHK pada

pekerla/buruh perempuan yang karena

menikah atar hamlldsb;
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c. Kebiiakan yang berslfat non

dlscrlmlnatlve yaltu kebUakan yang

dlarahkan pada kesetaraan hak dan

kewafiban antara pekerfa/buruh hkFlakl

dan perempuan.

Pasal-pasal yang mengatur tentang 1
perltndungan terhadap nekerla/buruh t
perempuan dalam Undang-undanS Nomor J
I 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerfaan

meliputi :

@ hilrahat haid

Pasal 8l Undang-undang Nomor 13

Tahun 2m3.

'Pek rla/bu,ruh perempuan yang dalam

masa haid meruakan saklt dan

memberltahukan kepada pengmha,

tidak waiib bekerla pada had pefteme

dan kedua pada waktu haid'.

Haid merupakan kodrat yang melekat

pada dirl perempuan. Pada perempuan

usia produhif dan dalam keadaan

normal, haid akan dlalaml oleh mereka

setiap bulannya.

Oleh karena ltu maka pekerfa/buruh

perempuan perlu mendapatkan

perlindungpn ketlka mengalaml hald.

Pual 82 Undang:undang Nomor 13

Tahun 2@3,

l) Pekefla/buruh penempuan furhak

memperoleh btlrahat sehma l,S
(satu tetengah) bulan sebelum

saatnya melahldcan anak dan lr|
(satu tetengah) bulan sesudah

melahlilcan menutut perhltungan

dokter kandungan aau bldan.

2) Pekerfa/butuh percmpuan yeng

mengalaml keguguran kandungan

berhak memperoleh btlnhat I,S
(stu setengah) bulan atau sesual

dengan keterangan doker

kandungan atau bldan.

Pual lnl menlamln wahu lstlrahat bagf

pekerla/buruh perempuan yang

melahlrkan/gugur kandungan dengan

makud untuk menlaga kesehatan dan

keselamatan lbu dan anaknya.

Hal yang leblh pentlng untuk

dlperhatlkan mengenal cutl, melahlrkan

lnl adalah bahwa selama dalam cutl

melahl*an/gugur kandungan :tersebut

mereka tldak boleh dl PHK oleh

pengusaha dan berhak mendapatkan

upah dan cutl tersebut tldak

dlpotongkan pada attl tahunan.

Ketentuan laln tentang larangan PHK

luga dlatur dalam Peraturan Menteri

.^)
I b./stiranat melahlrkan dan gugur

V kandungan
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Tenaga Kerfa Nomor 3 Tahun 1989

Pasaf 2 dlsebutkan bahwa 'pengusaha

dllarang mem'PHK pekerla/buruh

penempuan karena menlkah, hamll aau

melahlrkan balk dalam hubungan kerla

waktu tertentu maupun waktu tldak

teftentu".

dan kedua mata haldnya

sehlngga tldak dapat

melakukan pekerlaan;

b. Pekerfa/butuh melaksanakan

hak lstlrahat.

Pasal 84 Undang-undang Nomor

l3 Tahun 2Oo3.

oSetlap ' pekerla/burah yang

mengganakan hak waktu lstlrahat

berhak mendapat upah penuho,

I 
nenlndungan lam kerfa

Lc) 
r.r.tpatan menyusul anak

Pasal 83 Undangundang Nomor 13

Tahun 2003.

"Pekeria/buruh penempuan Yang

anaknya maslh menryu harus dlbed

kesempatan sepatutnya un tuk menyusul

anaknya fika hal ltu harus dllakukan

selama wak1 kerfao,

Pasal lnl bertuiuan untuk memberlkan

perlindungan untuk menfaga

pertumbuhan dan perlembangan and<.

aA, Perlindungan pengupahan

Pasal 93 ayat (2) Undang'undang

Nomor l3 Tahun 2403.

(2) Ketentuan sebagalmana dlmaksud

pada ayat (l) tldak berlaku, dan

pengusaha wafib membayar uqah

apabila :

a. Peker/a/butuh peremPuan

yang sakit pada had pertama

Pasal 76 Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003.

(1) Pekeria/butuh perempuan yang

bentmur kurang dad 18 (dehpai

bela) ahun dllarang dlpekeflakan

antara pukul 23.00 s,d pukul

o7.@.

(2) Pensunha ' dllarang

mempekerlakan pekerfa/butuh

perempuan hintl yang menurut

keterangan dokter berbahaya bagl

kesehaan dan keselamatan

kandungannya maupun dlrlnya

apabita bekefa antara pukut

23.OO s.d pukul O7.OO.
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(3) Pengnha yeng mempekerlakan

pekeria/buruh perempuan antara

pukul 23.@ s.d pukul O7.@

wajib:

a, memberlkan makanan dan

minuman berglzi dan

b. menlaga kesusilaan dan keamanan

selama dl tempat kerla,

(4) Pengusaha wajib menyedlakan

angkutan antar lemput bagl

pekerfa/butuh perempuan yang

berangkat dan pulang bekerla antara

pukul 23.00 s.d pukul 05.@.

Pasal lnl dlmalaudkan bahwa pengaturan

kerja malam bagl pekerfa/buruh perempuan

agar dapat memenuhl tugasnya sebagal isteri

dan ibu rumah tangga. lnl berarti peluang

kerfa pada malam harl bagl pekerfa/buruh

perempuan diberlkan, namun perlu

pengaturan yaltu berupa perllndungan

(pembatasan jam keria, sehlngga tldak

memberlkan pengaruh buruk bagl

kehidupan keluarga pekerla/buruh

perempuan yang bersangkutan.

Rani Mursidayanti

Pe rancang P e ratur an Perundang-undangan
Biro Huhtm dan KLN

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya ratifikasl beberapa Konvensl

ILO dan Konvensl PBB yang berkaitan

dengan perlindungn terhadap hak-hak

kaum perempuan dan berlakunya Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakeriaan, akan leblh menfamln

pekerfa/buruh perempuan dalam

menlngkatkan perannya dl bldang

ketenagakerlaan khususnya terhadap

perllndungannya sehlngga akan dlperoteh

sumbangan besar darl kaum perempuan

terhadap keselahteraan keluarga dan

pembangunan maryarakat pada umunya

yang selama lnl belum sepenuhnya dlakul,

artl soslaldarl kehamilan dan peranan kedua

orang tua dalam keluarga dalam

membesarkan anak anak, serta menyadarl

bahwa peranan kaum perempuan datam

memperoleh keturunan hendaknya fangan

menfadl dasar dlskrlmlnasl, akan tetapl

bahwa membesarkan anak-anak

menghendaki pembagian tanggung iawab

antara prla dan wanlta dan masyard<at

secara keseluruhan. * * **
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